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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
(- Ta T Te
< Sa 8 es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

Vi




d Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er
B Zai z Zet
o Sin S Es
g3 Syin Sy es dan ye
o° Sad S es (dengan titik di bawah)
o° Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
d "ain koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
<3 Fa F Ef
S Qaf Q Ki
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2 Kaf K Ka

J Lam L El

3 Mim M Em

o Nun N En

9 Wau W We

A Ha H Ha

s Hamzah 5 Apostrof
¢ Ya Y Ye

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
—_ Kasrah | i
- Dammah U u
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2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan ya Al adanu
N 3 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- L& Kataba
- J&  faala
- & suila
- &S kaifa
r er haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
L Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
& Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas




} Dammah dan wau i u dan garis di atas
Contoh:
- d@ qala
- & rama
- 2 qila

- sz-g yaqiilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JUbY &% raudah al-atfal/raudahtul atfal

2 o EON /o _ _
- &)sd! &3uad! al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

_ b talhah

E. Syaddah (Tasydid)




Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J%  nazzala

- 4 albirr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- U= ar-rajulu
- (.-UJ‘ al-galamu
- M\ asy-syamsu
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- M al-alal

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- BB ta’khuzu

- {e syal’un

- :3d)  an-nau’u

@

- ol inna

z

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
- P R s A ‘ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
- BLs g e ot Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
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menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- gg-dlaj\ CJ) 433 Ao Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- ("3’:’“ u‘?':'“ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

- ) ) Al Alladhu gaftirun rahim

Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jam1 an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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PROBLEMATIKA IZIN ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI PAPUA
DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. PERSPEKTIF
KONSTITUSIONALISME AGRARIA

ABSTRAK

ANNISA FIRDAUS HASANAH
NIM. 2017303064

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura  Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR. yang menolak gugatan masyarakat adat Boven Digoel
telah memicu kontroversi. Puttusan ini dianggap tidak adil karena proses
penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penerbitan
izin usaha perkebunan kelapa sawit dinilai cacat baik dari segi prosedur maupun
substansi. Selain itu,masyarakat adat yang merupakan pemilik sah wilayah
tersebut tidak dilibatkan dalamproses pengambilan keputusan. Penelitian ini
mengkaji problematika izin alih fungsi tanah ulayat di Papua melalui analisis
Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR,dengan fokus pada perspektif
konstitusionalisme agraria. penelitian ini bertjuan untuk menganalisis bagaimana
putusan hakim dalam melindungi hak-hak masyrakat hukum adat dan pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penelitian ini adalah penelitiann kepustakaan (library research) vyaitu
penelitian yang menggunakan atau mengumpulkan data dan bahan berupa buku,
kamus, jurnal, dokumen, ensklopedia, majalah, dan sebagainya yang berkaitan
dengan penelitian penulis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis
adalah  pendekatan studi kasus yang mencakup Putusan  Nomor
6/GLH/2023/PTUN.JPR. dan Teori Konstitusionalisme Agraria. metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan menggunakan
metode analisis isi.

Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR. dinlai tidak adil dan mengabaikan hak-hak masyarakat
adat. Hal ini menunjukkan [erlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang
hak-hak masyarakat adat dan dampak sosial lingkungan dalam pengambilan
keputusan perizinan. Proses perizinan yang cacat dan tidak melibatkan masyarakat
adat menjadi bukti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme
agraria. Selain itu, putusan tersebut juga mengabaikan beberapa Putusan Mahkamah
Konstitusi salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang
mengakui hutan adat sebagai bagian dari hutan hak. Dengan demikian, diharapkan
putusan-putusandi masa mendatang dapat lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat adat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria.

Kata Kunci: Problematika, Lingkungan, Konstitusionalisme Agraria
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia. Dalam
ajaran Islam, disebutkan bahwa tanah adalah komponen utama pembentuk
manusia, yang berfungsi sebagai titik temu kepentingan dari pihak-pihak yang
terlibat, sehingga potensi konflik kepentingan dapat muncul di atas dan
dibawahnya, terutama jika pemiliknya tidak memiliki kepastian hukum yang
jelas. Kepemilikian tanah oleh manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang
telah menghasilkan konsepsi kepemilikan tanah yang bersifat adat. Hal ini
merujuk pada kepemilikan tanah berlandaskan kebiasaan masyarakat setempat
yang terus berlaku dari generasi ke generasi, sehingga membentuk regulasi
lokal (self regulation) yang disebut sebagai tanah adat.*

Hukum Agraria Nasional pada dasarnya berakar pada tradisi hukum
adat. Dalam kerangka hukum adat, ada dua kategori hak atas tanah yang
berbeda: 1). Hak komunal atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat,
secara resmi diakui sebagai hak semua anggota masyarakat; dan 2). Hak yang
berkaitan dengan tanah yang dimiliki secara individu.? Undang-Undang
Agraria berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang mengatur tanah dan

hubungan hukum antara negara, masyarakat, dan tanah di Indonesia. Undang-

L Indri Wardianingsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas

Tanah Yang Tanahnya Beraal Dari Tanah semua anggota masyarakat Di Kota Jayapura”,
(Makassar: Fakultas Syariah Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), hlm 1.

2 Ilyas Ismail, “Kedudukan dan Pengakuan Hak semua anggota masyarakat Dalam Sistem
Hukum Agraria Nasional”, Jurnal KANUN, Vol. 12, No. 1, 2010, him. 50,
https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6287, diakses pada 19 Agustus 2024 pukul 10.44
WIB.



https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6287

Undang Agraria ini menggambarkan prinsip-prinsip menyeluruh yang
berkaitan dengan hukum pertanahan di Indonesia. Namun demikian,
penerapan asas-asas ini masih harus membutuhkan peraturan pelaksanaa yang
lebih spesifik. Hukum Agraria ini menandakan transformasi yang signifikan
dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, yang sebelumnya didominasi oleh
sistem feodalistik yang menguntungkan kepentingan penjaajah.® Hukum Dasar
Agraria terkait erat dengan hak ulyat. Hukum tanah adat mengatur hak atas
tanah yang berkaitan dengan setiap wilayah tertentu. Saat ini hukumm tanah
adat masih sering digunakan dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia.
Penegakan hukum pertanahan semua anggota masyarakat tunduk pada
peraturan hukum vyang diundangkan oleh otoritas pemerintah. Hukum
pertanahan ini telah menjadi sangat penting dalam mendokumentasikan dan
memajukan Hukum Agraria.* Selain hukum tanah adat yang berlaku di
berbagai daerah, ada hukum agraria nasional sebagaimana diartikulasikan
dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.” Peraturan ini mengaturr hukum agraria secara nasional.”

¥ M. Wildan Humaidi, “Menakar Konstitusionalisme Kebijakan Redistribusi Tanah untuk

Lahan Pertanian dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013, Jurnal Volksgeist, Vol. 1, No. 2,
2018, him. 202, https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1843/1417,
diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 13.34 WIB.

* Ni Komang, dkk, “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”,
Jurnal  llmu  Hukum  Sui  Generis, Vol. 3, No. 3, 2023, him. 113,
https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2606, diakses pada 20 Juli 2024 pukul
11.22 WIB.

> Septian Dirga P, Fitika Andriani, “Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan
pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 24, No 1, 2023,
him 11, https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9310/3838, diakses pada 20 Juli
2024 pukul 13.50 WIB.
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https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2606
https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9310/3838

Hak Ulayat merupakan serngkaiann wewenang dan tanggung jawab
masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang ditunjuk yang diakui
sebagai wilayah mereka, sebagai “lebensraum” bagi penduduknya untuk
memperoleh manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah di dalam wilayah
tersebut. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat adalah
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat atas tanah yang
menjadi bagian dari wilayah mereka, yang mencakup hak untuk mengelola,
memanfaatkan, dan melestarikan tanah tersebut.’

Hak masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
(amandemen) Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan komunitas hukum adat dan hak-hak tradisionalnya
selama masih berlaku, dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip-prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Lebih
lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan: “Mengingat
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak uulayat dan hak-
hak serupa dari masyarakatt hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya
masih ada, harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara, yang
didasarkan pada persatuan nasional, dan tidak boleh melanggar Undang-
Undang dan peratura-peraturan lainnya yang lebih tinggi”.” Konsep hak atas
tanah adat adalah konstruksi hukum yang mengakui keberadaan sistem

kepemilikan tanah yang mapan dan maju dalam masyarakat adat sebelum

6 Urip Santoso, “Hukum Agraria Kajian Komprehensif”, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2012), him. 81.
" H.M. Arba, “Hukum Agraria Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 95.



berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak tanah adat terwujud dalam
tiga bentuk utama, yaitu; hak milik bersama yang dimiliki oleh seluruhh
anggota komunitas (ulayat), hak milik individu yang dibatasi oleh hak ulayat,
serta hak yang timbul dari berbagai transaksi tanah seperti jual beli, gadai, atau
pembukaann tanah baru, semuanya diatur oleh hukum adat.?

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menggambarkan bahwa Masyarakat Adat
sebagai kelompok individu yang telah secara leluhur mendiami lokasi
geografis tertentu, memiliki hubungan mendalam dengan leluhur mereka dan
lingkungan alam sekitarnya, dan mempertahankan kerangka unik nilai-nilai
dan peraturan normatif yang berkaitan dengan beragam dimensi keberadaan
mereka, meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum.? Undang-
Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Undang-Undang Perkebunan)
mencirikan masyarakat hukum adat sebagai kolektif individu yang secara
leluhur didirikan dalam wilayah geografis tertentu NKRI karena adanya ikatan
adat yang berasal dari asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,
wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan
hukum adatdi wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Undangan.®™

Masalah tanah semua anggota masyarakat secara konsisten menarik

perhatian DPR RI, karena tanah ini memiliki kepentingan yang signifikan dan

® Rizka Aulia P, “HaK Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era
Investasi”, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2021), him 3.

® Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

19 pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Perkebunan



tak ternilai bagi rezeki MHA. Selain berfungsi sebagai domisili, tanah semua
anggota masyarakat merupakan sumber pokok subsisten melalui berbagai
kegiatan termasuk pertanian, budidaya, dan peternakan. Tanah semua anggota
masyarakat MHA mewakili tanah komunal yang terletak di dalam wilayah
komunitas Hukum Adat, yang, pada dasarnya, terus ada.'* Bagi MHA tertentu,
tanah semua anggota masyarakat juga mewujudkan makna sakral, karena
berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi leluhur dan tempat
tinggal bagi para dewa. Memang, bagi MHA di Papua, tanah semua anggota
masyarakat dianggap religius, dengan kasih sayang disebut sebagai “Ibu,”
sehingga membuatnya tidak dapat dipindahtangankan dan mengharuskan
pembelaannya dengan cara apa pun yang diperlukan.?

Hutan Adat Suku Awyu di Selatann Papua yang luasnya setara dengan
separuh luas wilayah Jakarta, saat ini terancam menjadi perkebunan dan
pabrik kelapa sawit. Perusahaan sawit yang bernama PT Indo Asiana Lestari
(IAL), adalah perusahaan asal Malaysia. Konflik tersebut berawal ketika
masyarakat Awyu di Kab. Fofi, Kabupaten Boven Digoel, menyadari adanya
proyek perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun diatas tanah ulayat
mereka pada tahun 2022. Beberapa orang yang diduga dari Perusahaann PT
IAL, sedang melakukan survei di sepanjang Sungai Digoel untuk
memudahkan pembangunan pelabuhan akses alat berat. Mengingat

perkembangan ini, Hendrikus Woro, Ketua Suku Awyu Woro dari Boven

11 PERDA No. 2 tahun 2023 tentang Pengakuan Dan Perlindungan MHA.

2 Dian Cahyaningrum, “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat MHA untuk Kepentingan
Investasi” Negara Hukum, Vol. 13, No. 1, 2022, him. 22,
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970/pdf, diakses pada 14 Agustus 2024
pukul 14.00 WIB.
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Digoel, telah menyatakan kegelisahan dan kekhawatiran bahwa operasi
perusahaan dapat berdampak buruk bagi selurh Marga dan Masyarakat Suku
Awyu. Kemudian, Hendrikus Woro memutuskan untuk mencari kepastian
mengenai informasi yang jelas terkait dengan perizinan perusahaan tersebut.
Selanjutnya, Hendrikus Woro menggunakan haknya untuk meminta informasi
publik dengan mengajukan aplikasi Informasi Publik ke departemen terkait
dalam Pemerintah Boven Digoel. Namun, setelah mengajukan permohonan
informasi, Hendrikus Woro menerima jawaban tertulis yang menyatakan
baahwa Informasi yang ia cari berada di luar kewenangan dinas tersebut.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boven Digoel
menginformasikaan bahwa informasi yang diminta Hendrikus Woro menjadi
tanggungjawab pemerintah provinsi Papua. Berbekal tersebut, pada tanggal 26
Juni 2022 Hendrikus Woro mengajukan permohonan informasi ke Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumenntasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Provinsi Papua untuk meminta informasi ketersedian dokumen terkait
izin Lingkungan Hidup PT Indo Asiana Lestari."

Pada tgl 25 Agustus 2022, Hendrikus Woro berhasil memperoleh
Dokumen AMDAL terkait proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi
Kabupaten Boven Digoel PT IAL. Dokumen tersebut berisi tentang obyek
gugatan yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua yang

memberikan izin lingkungan untuk rencana perkebunan kelapa sawit seluas

13 putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.



36.096,4 ha yang akan dilaksanakan oleh PT IAL di Distrik Mandobo dan
Distrik Fofi di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua tertanggal 2
November 2021. Proses AMDAL vyang dilakukan oleh PT IAL secara
sistematis mengabaikan suara berbeda pendapat dari Marga Woro dan Marga-
marga lainnya dikomunitas Suku Awyu, baik dalam bentuk tertulis maupun
lisan. Sejak 2018, masyarakat adat secara konsisten menentang proyek
perkebunan kelapa sawit melalui serangkaian penolakan terdokumentasi,
termasuk surat resmi dari Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel yang
ditujukan kepada Bupati Boven Digoel, surat pernyataan menuntut pembatalan
izin perusahaan perkebunan, penerapan denda adat oleh suku Awyu terhadap
PT IAL, surat yang membantah penerbitan lisensi PT IAL, surat pengajuan
pengaduan, dan permohonan pencabutan IAL lisensi. Penolakan itu tidak
terbatas pada komunikasi tertulis; itu juga terwujud melalui protes dan dialog
dengan entitas pemerintah.™

Berdasarkan informasi dari dinas terkait terkait AMDAL, Hendrikus
Woro kemudian memulai proses hukum atau menggugat terkait izin
lingkungan tersebut di PTUN Jayapura. AMDAL yang menjadi dasar
pemberian izin tersebut dianggap cacat. Dokumen AMDAL telah dianggap
cacat karena tidak memuat salah satu marga, yaitu marga Woro sebagai
pemilik sah wilayah adat yang bersangkutan. Selain itu, dokumen AMDAL
tersebut dibuat dengan penuh tekannan, ancaman, dan tindakan kekerasan

yang ditujukan pada masyarakat adat yang terlibat. Tekanan kepada

% putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.



masyarakat adat yang terjadi pada 13 November 2020, beberapa dari
masyarakat yang menentang perkebunan kelapa sawit dibawa secara paksa
oleh polisi Boven Digoel untuk bernegosiasi dengan perusahaan, dipaksa
untuk menandatangani surat pernyataan tertulis di bawah paksaan. Intimidasi
dan ancaman semacam itu telah menumbuhkan suasana ketakutan yang
mendalam, menghambat individu lain untuk mengekspresikan perspektif,
saran, atau keberatan mereka di depan umum. Situasi ini sangat bertentangan
dengan prinsip partisipasi yang berarti, prasyarat mendasar bagi kemampuan
publik untuk secara bebas mengartikulasikan pendapatnya, bertentangan
dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
penyelengaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

Namun demikian, gugatan dengan register Nomor
6/G/LH/2023/PTUN JPR, ditolak. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang
diketuai oleh Merna Chinthia, menyatakan bahwa dalil yang diajukan oleh
penggugat, Hendrikus Woro, yang berpendapat bahwa Surat keputusan yang
dikeluarkan oleh PMPTSP Provinsi Papua mengenai kelayakan perkebunan
kelapa sawit untuk PT IAL tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal,
keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan, tidak memiliki dasar hukum yang
kuat dan oleh karena itu dianggap “tidak relevan.” Menurut Hakim, telah
dilakukan penilaian pemeriksaan atau pengujian AMDAL telah dilakukan oleh
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Kehutanan dan

Lingkungan Hidup Proinsi. Papua, yang bertindak sebagai Ketua Komisi

15 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.



Penilaian AMDAL pada 1 November 2021. Penerbitan SK Kepala Kantor
PMPTSP Provinsi Papua mengenai izin tersebut dianggap sesuai dengan
persyaratan prosedural dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar tata kelola.*®
Sehingga asas-asas ini telah diterapkan dalam Rekomendasi Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan. Pengadilan tidak
akan melakukan menguji lebih lanjut tentang substansi dan aspek prosedural
rekomendasi, karena penilalan AMDAL bukanlah masalah yang
diperdebatkan dalam kasus ini. Dengan demikian, permohonan penundaan
pelaksanaan keputuasn Objek Sengketa kepada Pengadilan, sesuai dengan
Pasal 65 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasii
Pemerintahan yaknii keputusan tersebut tidak dapat ditundan kecuali ada
potensi kerugian bagi negara, perselisihan masyarakat, dan/atau kerussakan
lingkungan hidup.’

Hinggga Masyarakat adat suku Awyu mengajukan gugatan ke MA.
Kasasi yang disebut Hendrikus berkaitan dengan izin lingkungan yang
diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua kepada perusahaan kelapa sawit PT IAL, seluas 36.094, 4 ha,
yang merupakan ancaman signifikan terhadap ekosistem kehidpan antara

Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Boven Digoel.'® Pada tanggal 27 Mei 2024,

* BBC News Indonesia, Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu di Papua
Yang Menentang Perkebunan Sawit, 2023,
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801z0, Diakses pada 11 Juni 2024 Pukul 00.53
WIB.

1" putusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

18 Fagihah Muharroroh Itsnaini, dan Hilda B Alexender, 1AL Kantologi Konsesi Kebun
Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua, 2024,
https://lestari.komPasalcom/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-



https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo
https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette
https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette
https://lestari.kompas.com/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette
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delegasi dari masyarakat adat Awyu (Papua Selatan) dan Moi (Papua Barat
Daya) mengunjungi Mahkamah Agung di Jakarta. Dengan mengenakan
pakaian tradisional, mereka melakukan doa, ritual, dann pertunjukan tari
tradisional. Mereka meminta keada Mahkamah Agung untuk mencabut izin
dua perusahaan kelapa sawit yang membahayakan hutan adat mereka.*®

Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa izin yang diberikan
kepada PT IAL telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
Namun, masyarakat adat suku Awyu dan Moi berpendapat bahwa proses
perizinan ini tidak melibatkan mereka dan merugikan hak-hak adat mereka.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No. 2 tahun 2023 Pasal 17,
bahwasannya pemanfaatan Tanah Ulayat di dalam Wilayah Adat oleh pihak
lain atau pihak eksternal hanya dapat dilakukan melalui mekanisme
pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat, yang didasarkan
pada norma-norma hukum adat yang berlaku.

Hutan adat di Boven Digoel memiliki hubungan yang erat dan
melekat dengan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan ini merupakan
komponen penting dari keberadaan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan ini
berfungsi sebagai sumber kehidupan, budaya, dan spiritual bagi mereka.
Meskipun pengakuan formal mereka sebagai masyarakat adat baru terjadi

pada tahun 2023, namun Masyarakat Adat Suku Awyu telah menghuni hutan-

separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 23.45
WIB.

19 Asrida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak
Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, 2024,
https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-
melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 22.03 WIB.’
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https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/
https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/
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hutan ini selama berabad-abad, mengandalkan hutan untuk memenuhi
kebutuhan kelangsungan hidup sehari-hari mereka.

Alih  fungsi lahan secara besar-besaran menjadi perkebunan kelapa
sawit merupakan upaya desakralisasi alam, alih fungsi lahan hutann adat yang
tidak terkendalii dapat berdampak padda kapasitas penyediaan pangan dan
menimbulkan kerugian sosial. Salah satu bentuk perubahan sosial budaya
yang diakibatkan fungsi tanah ini berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat
adat setempat.® Hutan aadat di Boven Digoel sangat penting bagi kehidupan
masyarakat adat Awyu dan suku-suku lainnya. Bayangkan apabila hutan
seluas 36.094,4 ha digunduli dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit,
banyak dampak yang akan dialami di masa depan, terutama mengenai
perubahan dalam siklus alam yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan
memperburuk pemanasan global 2

Dalam sudut pandang teoristis, hubungan hukum agraria yang
mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah serta sumber daya alam

menjadii landasan kokoh bagi eksitensi suatu negaraa.’? Hukum agraria

merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam

*° Muthia Septarina, dkk., “Perlinudungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat
‘Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut Dan’Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten
Barito Kuala”, ‘Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Vol. 7,No.1, 2022, him
48, https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10204/pdf, diakses pada 19 Juli
2024 pukul 13.46.

! Bartolomeus Samho, Yohanes Slamet Purwadi, “Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa
Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat, Dan Visi Ekologis MHA di Kalimantan Barat”, Vol. 9,No. 2,
2023, hlm. 355, https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6476, diakses pada 19
Juli 2024 pukul 13.57 WIB.

%2 Nurma Khusna khanifah. “Konstitusi Agraria Upaya Reforma Agraria Melalui Program
Larasita Pensetipikatan Hak Milik Atas Tanah”, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. 11 , No.
2, 2016, him. 246-247, https://media.neliti.com/media/publications/301020-konstitusi-agraria-
upaya-reforma-agraria-a9af651b.pdf, diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 14.07 WIB.



https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10204/pdf
https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6476
https://media.neliti.com/media/publications/301020-konstitusi-agraria-upaya-reforma-agraria-a9af651b.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/301020-konstitusi-agraria-upaya-reforma-agraria-a9af651b.pdf
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konstitusi dan aturan-aturan teknis dalam hukum pertanahan.”® Konstitusi,
sebagai hukum dasar suatu negara, menjadi acuan utama dalam mengatur
segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dii dalamnya adaalah
pengelolaan tanah dan sumber daya alam, khususnya tanah ulayat. Konstitusi,
umumnya memuat Pasal - Pasal. yang melindungi hak-hak masyarakat adat,
termasuk hak atas tanah ulayat. Konstitusionalisme adalah sebuah kerangka
berpikir yang mendasar dan menyeluruh. Kerangka ini  berisi ide-ide
mendalam tentang bagaimana negara harus bertindak dan membatasi
kekuasaan negara agar tidak semena-mena, terutama dalam negara demokrasi.
Hal ini untuk memastikan bahwa negara tidak menyalahgunakan
kekuasaannya dan selalu bertindak demi kepentingan rakyat. Salah satu hal
penting yang diatur adalah bagaimana negara mengelola sumber daya alam,
seperti tanah dan hasil pertanian, demi bisa mencapai tujuan pembangunan
ekonomi nasional.?*

Konstitusionalisme agraria adalah sebuah konsep yang membahas
tentang peraturan hukum mengenaii tanah dan sumber daya alam yang
bersumber dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusionalisme
agraria melihat bagaimana hukum tertinggi suatu negara mengatur hak-hak
dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah serta

kekayaan alam yang ada di dalamnya. Konstitusionalisme agraria memiliki

2 vusuf Saepul Zamil, “ Resensi Buku: Konstitusionalisme Agraria”, Jurnal Bina

Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, him. 1,
https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/151/91 diakses pada 13 Agustus 2024
pukul 21.10 WIB.

24 Idham, “Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan”,
(Bandung: P.T. Alumni, 2021), hm. 1.



https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/151/91
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keterkaitan yang sangat erat dengan alih fungsi tanah semua anggota
masyarakat, dimana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.?
Konstitusionalisme agraria ini berfungsi sebagai payung hukum untuk
mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tersebut, serta memberikan
kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas
tanah semua anggota masyarakat mereka. Alih fungsi tanah semua anggota
masyarakat yang ada di Papua tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan
memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Dalam pengaturan Agraria, konstitusi berfungsi sebagai pedoman
pelaksanaan kebijakan di sektor negara. konstitusi merupakan pedoman
mutlak dalam melakukan penataan sektor negara. dengan demikian, setiap
perubahan atau kebijakan yang diambil harus selalu sejalan dengan semangat
dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Dalam konteks yang lebih
luas, konstitusi memang merupakan hukum tertinggi, namun dalam
praktiknya, sistem hukum juga bergantung pada berbagai peraturan
perundang-undangan lainnya, termasuk putusan MK yang memiliki kekuatan
mengikat. Dalam hal ini ada beberapa putusan MK yang dapat dirujuk
misalnya:*®

1. Putusan MK No.35/ PUU -X/2012 tentang pengujian Undang-Undang

No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan

% yance Arizona, “Konstitusionalisme Agraria”, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.

432.

2 Tody Sasmitha, dkk, Pemaknaan Hak Menguasai NegaraOleh MK, (Yogyakarta;

STPN Press, 2014), him. 2.
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2. Putusan MK No. 50/ PUU -X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang

No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi

Kepentingan Umum

3. Putusan MK No. 3/PUU-VI11/2010 tentang Pengujian Undang-Undang

No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

Dalam putusan yang diberikan berdasarkan Keputusan No. 3/ PUU -
VI11/2010, pe,bahasan secara deskriptif untuk mengungkap politikhukum
pengelolaan wilayah pesisir dalam rangka memenuhii hak-hak konstitusional
masyarakat pesisir. Pengelolaaan wilayah pesisir yang berifat dinamis dan
multidisiplin ini menuntutt pendekatan terpadu yan mencakup seluruh siklus
pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan.?’

Putusan MK di bawah No. 002/PUU-1/2003 yang berkaitan dengan
minyak dan gas memiliki implikasi mendalam bagi pengelolaan SDA di
Indonesia. Keputusan ini menegaskan kembali peran penting negara dalam
tata kelola SDA strategis, seperti minyak dan gas, sekaligus menggarisbawahi
perlunya mencapai keseimbangan antara prioritas nasional dan kepentingan
pribadi.?®

Dengan berdirinya putusan MK No. 35/PUU-X/2012, membuat hutan

adat dikeluarkan dari lingkup hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori

2" Mohammad Mahrus Ali, dkk, “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir:

Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No.4,
2020, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1745/pdf/4038, diakses pada
26 September 2024pukul 09.52 WIB.

%8 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him. 218-
219.



https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1745/pdf/4038
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hutan hak. Ini berarti pengelolaannya diserahkan kepada masyarajat hukum
adat yang bersangkutan, dengan memperhatikan fungsi hutan tersebut dan
menetapkan batasan kewenangan negara terhadap hutan adatt. Dalam putusan
ini, MK menyatakan bahwa hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan hutan negara yang
dimaksud dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak termasuk hutan adat dan
bahwa negara hanya mepunyai wewenang secara tidak langsung.?

Selain itu putusan MK, peran negara dalam mengatur hak milik
muncul sebagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Alih fungsi lahan
seringkali memiliki potensi untuk merusak hak-hak masyarakat adat, karena
meningkatnya alih fungsi tanah adat dapat secara tidak langsung menyebabkan
hilangnya nilai-nilai dan praktik kearifan lokal yang telah menjjadi bagian
integral dari identitas masyarajat setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Pasal 17 ayatt (1) menetapkan bahwa pejabat yang berwenang
dilarang mengeluarkan perizinan berusaha perkebunan di atas tanah hak
masyarakat hukum adat, dan Pasal 17 ayat (2) bahwa ketentuan larangan yang
diuraikan dalam ayat (1) dapat dikecualikan tergantung pada kesepakatan
bersama antara Masyarakat Adat dan Penyelenggara Perkebunan mengenai

pengalihan tanah dan pemberian kompensasi sebagai lebih lanjut sebagaimana

? Tesya Veronika, Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat MHA Ditinjau
Dari  Konsep  Hak  Menguasai  Oleh  Negara”, Humani, 2021, him 11,
https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258, diakses pada 12 Juni 2024
pukul 14.04 WIB.



https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258
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diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1). Dan dalam Pasal 22 yang
menegaskan bahwa bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat
dan tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang
hakk ulayat untuk memperoleh persetujuan penggunaan lahan tersebutt, maka
akan dikenakan sanksi administratif, yang berupa: (a) Penghentian sementara
kegiatan; (b) Pengenaan denda administratif; (c) Pemaksaan Pemerintah; (d)
Penangguhan upaya perizinan; dan/atau (e) Upaya Pencabutan perizinan.*
Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang khusus di tingkat pusat
yang membahas mengenai hak dan tata kelola masyarakat adat. Akibatnya,
hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat sebagian besar dikelola oleh
pemerintah daerah melalui pemberlakuan Peraturan Daerah. Pasal 16 Undang-
Undang No. 5 tahun 2022 bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk secara
tradisional mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15, untuk kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat, sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan.31 Dengan demikiann, seharusnya izin alih fungsi lahan
tidak dapat dikeluarkan tanpa keterlibatan dan persetujuan masyarakat adat,
dan masyarakatt adatmemiliki hak mutlak untuk menentukan nasib sendiri
(right to self determnation) mengenai tanah adat mereka yang selanjutnya

dilakukan dilepaskan konsesi untuk eksploitasi.

% Undang Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
31 pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, him 8.
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Sehingga untuk mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan
masyarakat, sangat penting untuk mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan.
Teori konstitusionalisme agraria menjelaskan bahwa penggunaan hak
menguasai tanah oleh negara tidak boleh melanggar hak masyarakat adat atas
tanah ulayatnya atau hak-hak hukum adat yang terkait dengan tanah yang
digunakan. Dalam putusan Keputusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR,
ditetapkan bahwa prosedur perizinan PT IAL dipatuhi dengan tepat; namun
keputusan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme agraria dengan
melanggar hak-hak badan hukum adat. Akibatnya, putusan ini bertentangan
dengan yurisprudensi konstitusional, terutama mengingat putusan Mahkamah
Konstitusii No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa tanah adat bukan
milik negara. Mengingat finalitas dan sifat mengikat keputusan Pengadilan,
semua pihak terkait diamanatkan untuk mematuhi dan melaksanakan
ketentuannya. Putusan Pengadilan dengan demikian dicirikan oleh keabadian
dan ketidakmampuan untuk diubah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
menganalisis dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul,
PROBLEMATIKA IZIN ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI PAPUA
DALAM PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. PERSPEKTIF

KONSTITUSIONALISME AGRARIA.
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B. Definisi Operasional
1. Hak Ulayat

Secara istilah “Hak semua anggota masyarakat” terdiri dari dua kata,
yakni “hak” dan “ulayat”. Secara etimologi, kata “Hak” memiliki arti
(yang) benar, milik, kewenangan, kewenangan yang sah untuk menuntut
atau memporelh sesuatu. Sedangkan kata “ulayat” merujuk pada suatu
wilayah, kawasan, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan
historis dan kultural yang kuat. Menurut Boedi Harsono, hak semua
anggota masyarakat adalah suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh
masyarakat adat atas tanah yang mereka tempat.*

Hak semua anggota masyarakat adalah bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari MHA. Hak semua anggota masyarakat merupakan hak
yang tertinggi atas tanah (air dan udara) dari MHA. Hak ini bukan hak
milik individu, melainkan hak kolektif yang dimiliki bersama oleh warga
masyarakat. Pengelolaan hak semua anggota masyarakat diserahkan kepada
MHA yang bertindak sebagai perwakilan seluruh warganya, dengan tujuan
kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Kewenangan ini dijalankan
untuk kepentingan bersama MHA sebagai suatu kesatuan, para warga

bersama maupun perorangan.®

32 Maiyestati, dan Zarfinal, “Hak Ulayat MHA Exsistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera
Barat”, Jurnal Jurisprudentia, Vol. 6, No. 2, 2023. him. 3-4,
https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/download/172/24/275,
diakses pada 03 September 2024 pukul 11.37 WIB.

% Ulfa Dina, “Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Sakai Desa Kesumbo
Ampai kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”, (Pekanbaru: Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), him. 5.



https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/download/172/24/275
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2. lIzin Alih Fungsi lahan

Izin alih fungsi lahan adalah izin yang wajib dimiliki olehorang atau
badan yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non
pertanian, yaitu untuk pembangUndang-Undangnan permukiman, industri,
perdagangann dan jasa, pertambangan, dan ruang terbangun lainnya.>* Alih
fungsi lahan berarti mengubah penggunaan tanah dari yang semula menjadi
yang baru, dan ini seringkali merusak lingkungan dan mengurangi potensi
tanah tersebut. Alih fungsi lahan merupakan akibat dari tekanan populasi
yang meningkat dan tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik, seperti
kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan SDA yang lebih besar.*
Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan mendorong
peningkatan kebutuhan hidup. Hal ini memicu percepatan pembangunan
pemukiman dan infrastruktur, yang pada gilirannya menuntut ketersediaan
lahan yang semakin luas. Akibatnya alih fungsi lahan menjadi suatu
keniscayaan.®* Alih fungsi lahan yang tidak datur dengan baik maka dapat
mengakibatkan penurunan produksi pangan dan dalam jangka panjang dapat

menimbulkan kerugian sosial.*’

% Pperaturan Bupati Bondowoso Nomor 12 tahun 2017 tentang Izin Alih Fungasi Lahan.

% Eka Fitrianingsih, “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian
(Permukiman) Di kec. Tomoni Kab. Luwu Timur”, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar, 2017), him. 15-16.

% Marla M. Mokoagow, dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan
Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara”, Vol. 8, No.l, 2016, hlm.2,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/11383, diakses pada 04 September
2024 pukul 07.42 WIB.

" Novita Dinaryanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengarujhi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Di Daerah Sepanjang lIrigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo”, (Semarang: Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014), him. 2.



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/11383
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Konstitusionalisme Agraria

Konstitusionalisme adalah suatu paham yang menekankan bahwa
segala aktivitas dan kebijakan negara harus didasarkan pada sejalan dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kkonstitusi. Konstitusionalisme
menempatkan konstitusi sebagai titik sentral yang mengatur dan mengikat
semua hubungan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan dalam suatu
negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agraria yang memiliki arti
urusan pertanahan atau tanah pertanian. Konstitusionalisme agraria adalah
sebuah konsep yang menempatkan konstitusi sebagai landasan hukum
tertinggi dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan agraria,
termasuk kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan hubungan antara

negara, masyarakat, dan sumber daya alam.*®

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas, maka ditemukan rumusan

masalah dalamstudiini,yaitu:

1.

Bagaimana problematika izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di
Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LLH/2023/PTUN.JPR?
Bagaimana izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua menurut

perspektif konstitusionalisme Agraria?

%8 Yance Arizona, “Konstitusionalisme Agraria”, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.5.
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D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya

studiini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis problematika izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku
Awyu di Papua dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
2. Untuk menganalis izin alih fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di Papua
Perspektif Konstitusionalisme Agraria.
E. Manfaat

Dalam suatu studiistilah manfaat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori,

yaitu manfaat teoristis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam ranah hukum tata

negara yang terkait dengan permasalahan Problematika Izin Alih Fungsi
Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

. Sebagai bahan referensi bagi studiselanjutnya yang masih dalam lingkup
Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Di Papua Dalam Putusan
Nomor  6/G/LH/2023/PTUN.JPR.  Perspektif  Konstitusionalisme

Agraria.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
untuk meninjau dan memperbaiki regulasi terkait izin alih fungsi tanah
serta diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang aspek hukum dan konstitusional terkait dengan izin alih fungsi
tanah uayat, sehingga pemerintah dapat lebih bijaksana dalam
pengambilan keputusan tentang Problematika Izin Alih Fungsi Tanah
Ulayat Di Papua Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan
diskursus dan bahan evaluasi terkait bagaimana Problematika 1zin Alih
Fungsi Tanah semua anggota masyarakat Di Papua Dalam Putusan
Nomor  6/G/LH/2023/PTUN.JPR.  Perspektif  Konstitusionalisme
Agraria.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah
pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana Problematika Izin Alih
Fungsi Tanah semua anggota masyarakat Di Papua Dalam Putusan
Nomor  6/G/LH/2023/PTUN.JPR.  Perspektif  Konstitusionalisme

Agraria.

F. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh

dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung peneliti yang akan
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dilakukan. Oleh karena itu untuk melakukan studi ini penulis menggunakan
beberapa referensii untuk menjadi bahan acuan guna mendapatkan data yang
tepat dan baik dari sumber jurnal, skripsii, buku, dan sumber lainnya.
Sehingga dapat melakukan perbandingan dan anlalisiis yang mendalam.

Terdapat beberapa karya tulis yang dapat menjadi referensi dan juga
berhubungan dengan studi yang akan penulis lakukan, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Indri Wardianingsih, berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Berasal
Dari Tanah Ulayat Di Kota Jayapura” Penelitian ini membahas mengenai
perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang berasal
dari tanah ulayat di daerah Jayapura. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data berupa penelitian lapangan yaitu wawancara langsung
dengan para pihak terkit.

Skripsi karya Rizka Aulia P, yang berjudul ”Hak Atas Tanah Ulayat
Terhadap Masyarakat Adat Dalam Era Investasi”. ”. Penelitian ini berfokus
pada konflik kepentingan yang sering terjadi antara hak atas tanah ulayat yang
dimiliki oleh masyarakat adat dengan tekanan investasi yang semakin
meningkat. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapii
masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah tekanan
investasi dan pembangunan, serta bagaimana hukum dan kebijakan yang ada
mempengaruhi perlindungan tanah ulayat. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitan lapangan (field research) dengann pendekatan

kualitatif. Dalam peelitian ini metode pengumpulan data melalui interview
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observer di lokasi penelitian, yaitu di Kabupaten Tulang Bawang, Provnsi
Lampung, dan dokumentasi serta data lain dari beberapa sumber yang
dianggap valid.

Jurnal yang ditulis oleh Muthia Separina S.H., M.H., dkk, berjudul
“Perlindungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat Akibat Pemindahan
Lahan Gambut dan Rawa ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito.”
Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kearifan lokal
masyarakat adat yang terjadi akibat alih fungsi lahan gambut dan rawa
menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito. Penelitian ini
bertujuann untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap
kearifan lokal masyarakat adat yang terpengaruh oleh perubahan fungsi lahan
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian
sosiologi hukum (socio legal research) dengan mengunakan metode
pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian sosiologi
dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif, dengan
menganalisa suatu data secara mendalam dan holistik. Dari hasil penelitian ini
dapat dilihat bahwa perlindungan hokum dapat diberikan kepada seluruh
masyarakat apabila semua pihak khususnya pemerintah memberikan
pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi demi
martabat masyarakat setempat.

Jurnal karya Safrin Salam, berjudul “Perlindungan Hukum Masyarakat
Adat Atas Hutan Adat.” Penelitian ini menganalisis bgaimana konflik antara

kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat dapat
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diselesaikan, dengan mengacu pada utusan No. 35/PUU-1X/2011 dan peran
pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum
masyarakat hukum adat atas hutan adat masih kurang adanya, terutama dalam
kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat
masyarakat Uut Danum. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017
mewajibkan adanya musyawarah dalam pemberian izin perkebunan kelapa
sawit di tanah ulayat, kenyataannya proses musyawarah yang dilakukan di
masyaraka Uut Danum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Jurnal karya Tesya Veronika dan Atik Winanti, yang berjudul
“Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari
Konsep Hak Menguasai Oleh Negara” jurnal ini membahas mengenai hak atas
tanah ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian ini difokuskan pada analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012,
yang berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus
untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang terkait dengan
masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah
yuridis normatif dan dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan

(statute approach).



Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya
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No.

Judul Referensi

Persamaan

Perbedaan

1.

Skripsi karya Indri
Wardianingsih yang
berjudul
“Perlindungan
Hukum  Terhadap
Pemegang Hak
Milik Atas Tanah
Yang Tanahnya
Berasal Dari Tanah
Ulayat Di Kota

Jayapura”.

Persamaannya
adalah

mengenai
Ulayat di

Jayapura.

membahas
Tanah
Kota

Perbedaannya adalah
penelitian tersebut
lebih fokus terhadap
Perlindungan Hukum
Terhadap Pemegang
Hak Milik Atas Tanah
Yang Tanahnya
Tanah

Kota

Berasal Dari
Ulayat Di

Jayapura

Rizka  Aulia P,
dengan judul “Hak
Atas Tanah Ulayat
Terhadap

Adat

Era

Masyarakat
Dalam

Investasi”.

Persamaannya
adalah

mengenai

membahas
konflik

yang
sering terjadi antara

kepentingan

hak atas tanah semua
anggota masyarakat
yang dimiliki oleh
masyarakat adat
tekanan

yang

semakin meningkat.

dengan

investasi

Perbedaannya adalah
penelitian tersebut
menggunakan metode
penelitian  lapangan
(field research), dan
terdapat perbedaan
pada letak lokasi atau

daerah penelitian

Jurnal karya Muthia
Septarina S.H,M.H.,
dkk, yang berjudul

Persamannya adalah
membahas mengenai
alih

fungsi  tanah

Perbedannya adalah

jurnal tersebut lebih

fokus kepada
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“Perlindungan adat menjadi | perlindungan  hukum
Hukum Kearifan | perkebuan kelapa | Perlindungan Hukum
Lokal  Masyarakat | sawit Kearifan Lokal
Adat Akibat Alih Masyarakat Adat
Fungsi Lahan Akibat Alih  Fungsi
Gambut dan Rawa Lahan Gambut dan
Menjadi Perkebunan Rawa Menjadi
Kelapa Sawit di Perkebunan  Kelapa
Kabupaten Barito”. Sawit di Kabupaten
Barito
Safrin Salam yang | Persamaannnya Perbedaannya adalah
berjudul adalah  membahas | Fokus permasalahan
“Perlindungan mengenai yang dibahas dalam
Hukum Masyarakat | Masyarakat Hukum | penelitian tersebut
Hukum Adat Atas | Adat atas Tanah | tentang bagaimana
Hutan Adat”. Adat. prinsip-prinsip
pengaturan Hutan
Adat berdasarkan
Putusan  Mahkamah
Konstitusi No.
35/PUU-1X/2011
Tesya Veronika dan | Persamaannya Perbedaannya adalah
Atik Winanti, | adalah  membahas | penelitian tersebut
dengan judul | mengenai tanah | lebih fokus pada hak
“Keberadaan  Hak | ulayat masyarakat | atas  tanah  kayat
Atas Tanah Ulayat | hukum adat.. masyarakat hukum

Masyarakat Hukum
Adat Ditinjau Dari
Hak
Oleh

Konsep

Menguasai

adat yang ditinjau dari
konsep hak menguasai

oleh negara.
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Negara”.

G. Metode Penelitian
Dalam suatu penelitian diperlukannya suatu metode penelitian.
Penggunaan metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah
diperlukan untuk mendukung tercapainya penelitian tersebut. Peneliti
menggunakan beberapa metode untuk mendukung penelitian ini, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang
menggunakan atau mengumpulkan data dan bahan berupa buku, kamus,
jurnal, dokumen, ensklopedia, majalah, dan sebagainya yang berkaitan
dengan penelitian penulis.*®
Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah
pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan
hasil pengamatan.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini berupa:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki

kekuatan mengikat. Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan

%9 Nursapia, “Penelitian Kepustakaan” 1qro 8, no. 1, 2014, him. 67-68.
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resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim adalah primer hang dimaksud.*® Dalam penelitian ini,
bahan hukum primer yang diigunakan meliputi:
1) Undang-Undang Pokok Agraria
2) Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
3) Teori Konstitusionalisme Agraria.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yangmemberikan
penjelasanmengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini
memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan
hukm primer dan implementasinya. misalnya literatur hukum, beberapa
buku, kamus-kamus hukum, maupaun jurnal hukum, dan komentar
berwujud lapran, pendapat para ahli, dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus
yang dimana pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang
menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak daat diselesaikan oleh
pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik ppengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang melalui

%0 | Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori

Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.’142.



30

peninggalan arsip-arsip atau penelitian terdahulu dan termasuk juga buku-
buku tentangpendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lainnya yang
berhubungan dengan penelitian ini.**
5. Analisis Data
Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
pendekatan content analysis, yang membahas mengenai isi dari suatu
permasalahan yang kemudian menarik kesimpulan dari suatu informasi

tertulis.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi bab dan sub bab yangakan ditulis disertai uraian
materi yang akan dibahas pada setiap bagian rumusan masalah. Adapun
sistematika pembahasnnya sebagai berikut:

Berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian,
penutup, dan terakhir adalah daftar pustaka.

BAB I, memuat pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum
sebagai terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Pendahuluan digunakan
sebagai pengantar awal yang didesain untuk memahami secara singkat alur
dari permasalahan. Di dalam pendahuluan, terdapat beberapa sub bab di
antaranya latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi sesuatu yang

melatarbelakangi keinginan untuk pengkjian terhadap permasalahan, rumusan

' Iryana, Riski Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data”, STAIN Sorong.
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masalah yang merupakan fokus bahasan atau pokok permasalahan yang ingin
dipecahkan berdasarkan keseesuaian dengan judul yang dipilih, tujuan dan
manfaat studi, tinjauan pustaka, metode studi, dan sistematika pembahasan.

BAB Il berisi Tinjauan Umum mengenai konsep konstitusionalisme
agraria dan kebijakan alih fungsi tanah. Dalam bab ini dibagi menjadi dua (2)
variabel,  vyaitu:  Pertama, Konstitusionalisme  Agraria  (definisi
Konstitusionalisme agraria, dasar hukum agraria dalamkonstitusi dan
konsepkonstitusionalisme agraria). Kedua, Kebijakan Alih Fungsi Lahan
(definisi alih fungsi lahan, dasar hukum alih fungsi lahan, dan prosedur alih
fungsi lahan di Indonesia).

BAB Il pembahasan mengenai deskripsi putusan Nomorr
6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang berisikan terkait Identitas Penggugat dan
pokok gugatan penggugat, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan.

BAB IV Pembahasan, pada bagian inii berisi tentang analisis secara
sistematis dari hasil studi yang diperoleh tentang Problematika Izin Alih
Fungsi Tanah semua anggota masyarakat Di Papua Dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif Konstitusionalisme Agraria.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisi tentang penutp, yaitu
kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban dari pokok
permasalahan yang dikaji dalam bentuk yang konkret, saran berisikanharapan
penulis kepada para pihak agar memberikan arahan terhadap pembahasan

supaya ke depannya menjadi lebih sempurna, dan penutup berisikan ucapan
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terima kasih dan permintaan maaf apabila dalam studi terdapat beberapa

kekurangan.




BAB |1

KONSEP KONSTITUSIONALISME AGRARIA DAN KEBIJAKAN ALIH

FUNGSI TANAH

A. Konsep Konstitusionalisme Agraria

1. Definisi Agraria
Istilah “Agrarian” berasal dari kata Belanda “akker,” kata Yunani
“agros,” yang menandakan lahan pertanian, dan istilah Latin “agger,”
yang berarti tanah atau bidang tanah. Selain itu, “agrarius” dalam bahasa
Latin mengacu pada ladang, padi, atau pertanian, sedangkan istilah bahasa
Inggris “agrarian” menunjukkan tanah yang ditujukan untuk tujuan
pertanian. Secara kolektif, istilah-istilah ini menyampaikan makna yang
berkaitan dengan praktik lahan dan pertanian.** Maknaa “Agraria”
bukanlah sekedar “tanah” atau “pertanian” namun juga “wilayah,” yang
mencakup semuanyya..”* Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan
bahwa arti agrarian adalah relating to land, or to a division or
distribution of land; as an agrarian laws. Yang artinya agraria adalah
berkaitan dengan tanah, atau pembagian atau dsitribusi tanah sebagai

hukum agraria.**
Menurut para ahli, seperti Andi Hamzah, Subekti, dan R.

Tjitrosoedibio, dalamm buku yang berjudul “Hukum Agraria Studi Dalam

2 HM. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 1

3 Sediono MP.T, “Menelusuri Pengertian Isitilah Agraria”, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9,
No. 1, 2004, him.8, https://media.neliti.com/media/publications/492-1D-menelusuri-pengertian-
istilah-agraria.pdf, diakses pada 7 September 2024 pukul 23.13 WIB.

“ HM. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 1
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Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa arti agrarian adalah relating to
land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws. Yang
artinya agraria adalah berkaitan dengan tanah, atau pembagian atau
dsitribusi tanah sebagai hukum agraria Komprehensif” oleh Urip Santoso,
mengartikulasikan bahwa agrarianisme mencakup semua elemen yang
terkait dengan tanah, menggabungkan segala sesuatu yang ada baik di
dalam maupun di atasnya. Subekti dan R. Tjitrosoedibio lebih lanjut
menegaskan bahwa agrarianisme merangkum semua aspek yang berkaitan
dengan kepemilikan tanah, penggunaan, dan pengelolaan lahan bersama
semua sumber daya alam yang ditemukan di dalamnya.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria mencakup bidang
pertanian, lahan pertanian, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan
kepemilikan tanah.* Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945, pengertiaan agraria dalam konteks kebijakan Indonesia telah
mengalami ekspansi atau perluasan yang signifikan. Ini tidak lagi terbatas
pada sektor pertanian, melainkan agraria sekarang mencakup seluruh
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnyaa.*’

Dari perspektif agraria, ada tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu
dalam arti umum, agraria dalam Administrasi Pemerintahan, dan agraria

berdasarkan Undang-Undang Dasar Agraria. Pengertian agraria dalam arti

4 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperenshif, (Jakarta: Premnadamedia Group,

2012), him. 1.

46 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://perpus.unimus.ac.id/wp-
content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf, diakses pada 21 September 2024
pukul 22.22 WIB.

" Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.7



https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf
https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf
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bahasa umum, agraria dipahami sebagai tanah, sebidang tanah, atau tanah
yang digunakan untuk pertanian (seperti sawah dan pertanian). Sementara
itu agraria dalam arti Administrasi Pemerintahan memiliki arti pada
tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Sedangkan dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) agraria ialah sebagai mencakup
“bumi, air, dan ruang angkasa termasukk dengan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dan hal-hal terkait lainnya.”*®

Dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960 merupakan landasan hukum
hukum utama yang mengatur masalah agraria di Indonesia; namun,
Undang-Undang ini gagal memberikan definisi yang tepat dari istilah
“agraria.” Namun demikian Undang-Undang tersebut telah menetapkan
ruang lingkup agraria yang cukup luas, yang mencakup bumi, air, ruang
angkasa, dan semua sumber daya alam yang terkait.*’

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara jelas membedakan
antara istilah “bumi” dan “tanah.” Sebagaimana dalam Pasal layat (3)
dan Pasal 4ayat (1), “tanah” secara jelas didefinisikan sebagai permukaan
bumi. Perluasan makna tentang “bumi” dan “air” hingga mencakup ruang
angkasa sejalan dengan perkembangan teknologi terkinii dan potensi
pemanfaatan ruang angkasa di masa depan. Namun, Pasal 1 ayat (2)
menegaskan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa di dalam

wilayah Indonesia, beserta dengan semua kekayaan alamnya, merupakan

8 Isnaini, dan Anggreni A. Lubis, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Medan:

CV.Pustaka Prima, 2022), him.18.
49 Sigit Sapto Nugroho, dkk, Hukum Agraria Indonesia, (Solo: Pustaka lltizam, 2017),
him. 9
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anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat Indonesia dan dianggap
sebagai harta nasional. Keterkaitan bumi, air, ruang, dan segalaa sumber
daya alam yang terkandung didalamnya ditekankan sebagai kesatuan
yang tak terpisahkan. Dengan demikian, ruang lingkup agraria yang
dsebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Agraria mencakup
seluruh unsurr tersebut.*

Pengertian bumi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA
adalahselain mencakup permukaan bumi, termasuk juga tubuh bumi di
bawahnya serta komponen yng di dalamnya. Gagasan tanah termasuk
semua aspek permukaan bumi, termasuk daratan dan dasar laut.>* Dalam
Pasal 1 ayat (5) UUPA, pengertiaan air mencakup baik perairan

pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.>®

Air pedalaman adalah
semua jeni air yang ditemukan di daratan, seperti sungai, danau, dan air
yang berada di bawah tanah.

Pengertian ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(6) UUPA secara tegas menyatakan bahwa ruang angkasa adalah wilayah
yang berada di atass daratan dan perairan negara Indonesia. Selanjutnya,
Pasal 48 UUPA memberikan definisi ruang di atas bumi dan air yang
mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan untuk

tujuan melestarikan dan meningkatkan kesuburan bumi, air, dan sumber

daya alam (SDA) di dalamnya, serta hal-hal lain yang bersangkutan.”

H.M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 2

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokk Agraria
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokk Agraria
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokk Agraria
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Ruang angkasa yang dimaksud adalah ruang yang berada dalam batas-
batas tertentu di sekitar permukaan bumi, Kkhususnya ruang yang
berhubungan langsung dengan lingkungan. Ruang ini ada di sekitar
tanaman dan bangunan.

Definisi kekayaan alam sebagaimana terkandung di dalamnya
menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam
bumi disebut sebagai bahan galian, yang meliputi unsur kimia, mineral,
dan berbagai jenis batuan, termasuk batu mulia yang berasal dari endapan
alam.**

Tanah menurut UUPA menggunakan istilah agraria. Pengertian
agraria dalam UUPA memiliki pengertian yang luas. Dalam UUPA tanah
merupakan bagian dari sumber daya agraria. Menurut Kamus Bahasa
Indonesia dan UUPA, istilah agraria memiliki makna ganda, yaitu agraria
dalam arti luas dan agraria dalam arti sempit. Agraria dalam arti luas
mencakup permukaan darat, lingkungan perairan, kekayaan alam, dan
dalam batas-batas tertentu ruang angkasa. Sedangkan, agraria dalam arti
yang lebih sempit secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai fokus
utama, sehingga menunjukkan bahwa tanah merupakan bagian dari

konsep agraria yang lebih luas.”

> Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketntuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan.
% HM. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 4.
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2. Dasar Hukum Agraria dalam Konstitusi

Dinamika persoalan agraria di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
perkembangan konstitusional negara Perkembangaan sosial, politik, dan
ekonomi telah sangat mempengaruhi isi konstitusi yang berlaku, terutama
mengenai peraturan agraria. Inisiatif untuk membangun kerangka hukum
yang mengatur hubungan negara dengan tanah dan SDA lainnya telah
menjadi subjek perenungan sejak dimulainya konstitusi Indonesia. Tokoh-
tokoh terkemuka seperti Soepomo, Muhammad Hatta, Muhammad
Yamin, dan Soekarno telah memainkan peran penting dalam
penggabungan prinsip-prinsip agraria ke dalam kerangka konstitusional.”®
Perkembangan konstitusi agraria dapat dikelompokkan ke dalam beberapa
tahapan kronologis, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1959)

Dalam perkembangannya peraturan Agraria selalu dinyatakan
secara tegas dalam konstitusi. Hal ini dibuktikan konstitusi 1945
terdapatt pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.°” Mohammad Hatta,
melalui pidato dan tulisan, telah secara signifikan mempengaruhi
perumusan konsep penguasaan negara atas SDA sebagaimana
tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Gagasan ini
mencerminkan visi beliau agar negara mengambil peran aktif dalam

mewujudkan aspirasi masyarakat. Bahkan Hatta dengan demikian

28.

56

57

Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him. 27-

Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him. 34
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dapat dianggap sebagai arsitek atau perumus utama dari semua
ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial.
Dalam perumusan yang ditetapkan oleh BPUPKI, ketentuan yang
tertuang dalam Pasal 33 awalnya ditempatkan dalam Pasal 32
sebagaimana dihasilkan oleh Panitia Perancang UUD pada 13 Juli
1945. Meskipun demikian, selama proses ratifikasi Undang-Undang
Dasar 1945 oleh PPKI, ketentuan tersebut mengalami pergeseran
menjadi Pasal 33. Berikutt merupakam isi dari Pasal 33 UUD 1945:%®
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat gidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Transformasi negara dari kesatuan menjadi serikat mengharuskan
perumusan konstitusi baru. Akibatnya, oleh karena itu, disusunlah
naskah UUD Republik Indonesia Serikat.. Rancangan UUD yang
disusun secaraa oleh delegasi Rl dan delegasi BFO (Bijeenkommen
Voor Federale Overleg) dalam Konferensi Meja Bundar, kemudian
disahkan dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949.*° Masa

KRIS ini juga ditandai dengan peningkatan kesadaran publik

29.
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mengenai hak-hak mereka, khususnya hak atas tanah.® Berbeda
dengan UUD 1945 dan UUD 1950, yang mengatur mengenai sistem
perekonomian negarra, Konstitusi RIS 1949 tidak memiliki ketentuan
apa pun yang berkaitan dengan masalah ini. Dengan demikian, hanya
UuUD1945 dan UUD 1950 yang dapat dikategorikan sebagai
konstitusi yang secara komprehensif mengatur aspek politik dan
ekonomi ekonomi negaraa.”® Berlakunya Konstitusi RIS telah
memicu pergeseran paradigma dalam pengaturan agraria di
Indonesia. Jika sebelumnya fokus pada relasi negara dengan tanah,
Konstitusi RIS memprioritaskan perlindungan hak kepemilikan tanah
individu dan kolektif, termasuk langkah-langkah untuk mencegah
pengambilalihan oleh pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal
25 ayat (1) dan (2) Konstitusi RIS, yang menegaskan:®?

1) Setiap orang berhak mempunyai milik,baik milik pribadi

maupun bersama-sama dengan orang lain

2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-
mena

Pada dasarnya, Konstitusi RIS dalam Pasal 25 ayat (1)
mengakui hak kepemilikan pribadi dan hak milik bersama, yang
mencakup hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.
Namun, tidak mudah untuk mempersamakan hak ulayat dengan hak

milik. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia mengalami perubahaan

60 Satjipto Rhardjo,, ”Kesadaran Masyarakat dan Hak atas Tanah”, Jurnal Hukum dan
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dalam sistem pemerintahannya, yang mengarah pada penggantian
Konstitusi RIS dengan mengundangkan UUD Sementara Republik
Indonesia  (UUDS 1950). Republik Indonesia Serikat berubah
kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.®

¢. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-1959)

Setelah Konstitusi Sementara tahun 1950, UUDS 1950 memang
didesain sebagai konstitusi sementara. Setelah terbentuknya Majelis
Konstituante melalui pemilihan umum, maka akan
dilakukan penyususnan konstitusi baru. UUDS 1950 yang bersifat
sementara mengadopsi beberapa ketentuan dari Konstitusi 1945 dan
Konstitusi RIS. Pada masa UUDS 1950, Pemerintah Indonesia mulai
mengembangkan regulasi agraria yang lebih tersetruktur.®* Soepomo,
yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman memiliki
peran penting dalam perumusan UUDS 1950. Salah satu kontribusi
signifikan yang dibuat oleh Soepomo adalah pemindahan ketentuan
Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian menjadi Pasal 38 UUDS
1950.° Meskipun ada perubahan Nomor Pasal, namun isi dari
ketentuan mengenai perekonomiann dalam Konstitusi 1945 tetap
konsisten dalam UUDS 1950. Berikut bunyi Pasal 38 UUDS 1950:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
asas kekeluargaan.

% yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria,(Yogyakarta: ~ STPN  Press, 2014),
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(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat gidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 38 UUDS 1950 menjelaskan bahwa istilah
“dikuasai” tidak hanya mencakup kepemilikan tetapi juga pengaturan
dan pengelolaan. sumber daya yang bertujuan meningkatkan
produktivitas, dengan prioritas pada pengembangan koperasi.
Mengingat bahwa UUDS 1950 merupakan hasil penggabungan dari
UUD 1945 dan Konstitusi RIS, maka ada beberapa ketentuan yang
telah dirumuskan dalam Konstitusi RIS juga dimasukkan ke dalam
UUDS 1950. Misalnya, berkaitan dengan perlindungan hak milik
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUDS 1950, dinyatakan dalam
(1) setiap orang berhak mempunyai milik,baik milik pribadi maupun
bersama-sama dengan orang lain. Dan ayat (2) tidak seorangpun
bolen dirampas miliknya dengan semena-mena. Ketentuan
perlindungan terhadap hak milik dalam UUDS 1950 berlaku juga
terhadap hak milik atas tanah. Ketentuan peraturan yang melindungi
hak properti dalam Undang-Undang DasarS 1950 meluas ke hak
kepemilikan tanah juga. Bedanya dengan Konstitusi RIS, di dalam

UUDS 1950 ini ditambahkan satu ayat yang menyebutkan bahwa

“hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.”®

41.
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UUDS 1950 menegaskan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial
utama. Artinya, penggunaan hak milik tidak boleh merugikan bagi
kepentingan masyarakat. Prinsip ini menjadii landasan bagi
pembentukan UUPA, yang mengatur secara khususs tentang hak
kepemilikan tanah.

. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (1959-1999)

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi
mengluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi yang
diadakan di Istana Merdeka. Berikut isi dari dekrit tersebut:

(1) Pembubaran Konstituante;
(2) Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS

1950;

(3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-
singkatnya.

Melalui Dekrit Presiden ini, UUD 1945 ditetapkan kembali
sebagai landasan konstitusional negaraa. Dengan demikian,
Pasal33 ayat (3) UUD 1945 menjadi pasal yang mengatur secara
khsus mengenai penguasaan negara terhadap sumber daya alam.
Untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan
ini secara lebih rinci, pemerintah selanjutnya memberlakukan

Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara khusus mengatur
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pengelolaan lahan dan SDA sesuai dengan prinsip-prinsip yang
tertuanggdalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.%

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami periode reformasi yang
signifikan. Perubahan utama adalah amandemen Konstitusi 1945
pada empat kesempatan berbeda dalam jangka waktu yang sangat
singkat. Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk mengubah
struktur negara menjadi lebih demokratis. Namun, kekhawatiran
muncul mengenai perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang
mengatur ~ masalah  perekonomian, karena  dianggaplebih
menguntungkan kelompok yang menganut paham ekonomi liberal.
Kelompok ini bertujuan untuk mengurangi peran negara dalam
perekonomian dan memperluas peluang bagi para swasta. *®

Dengan diterbitkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli
1959, memutusskan untuk kembali ke UUD 1945, yang kemudian
digunakan oleh Rezim Orde Baru untuk mengoptimalkan
pemanfaatan tanah dan SDA untuk mendorong eksploitasu SDA demi
keepentingan pembangunan. Selama proses amandemen UUD 1945
antara tahun 1999 dan 2002, adanya perbedaan pandangan antara
kelompok yangingin mempertahankan  prinsip-prinsip ekonomi
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan kelompok
yang lebih mengutamakan pendekatan pragmatiss ekonomi pasar.

Hasilnya, dibuat perjanjian damai yang mempertahankan substansi

®7 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta:STPN Press, 2014), him. 44
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Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), sementara secara bersamaan
mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi pasar melalui penambahan
ayat (4) dan (5).*® Berikut ini perbedaan Pasal 33 UUD 1945

sebelum dan setelah amandemen:

Tabel 1.2 : Perbedaan Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan sesudah Amandemen

Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen
Pasal 33 Pasal 33
(1) Perekonomian (1) Perekonomian disusun sebagai
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
usaha bersama kekeluargaan.

berdasarkan asas | (2) Cabang-cabang produksi yang

kekeluargaan penting bagi negara dan yang
(2) Cabang-cabang menguasai hajat gidup orang
produksi yang banyak dikuasai oleh negara.

penting bagi negara | (3) Bumi dan air dan kekayaan alam

dan yang menguasai yang terkandung di dalamnya
hajat gidup orang dikuasai ~ oleh  negara  dan
banyak dikuasai dipergunakan untuk sebesar-besar
oleh negara. kemakmuran rakyat.

(3) Bumi dan air dan | (4) Perekonomian nasional
kekayaan alam yang diselenggarakan  berdasar  atas
terkandung di demokrasi ekonomi dengan prinsip
dalamnya dikuasai kebersamaan, efisiensi
oleh negara dan berkeadilan, berkelanjutan,
dipergunakan untuk berwawasan lingkungan,
sebesar-besar kemandirian, serta dengan menjaga
kemakmuran rakyat keseimbangan  kemajuan  dan

keasuan ekonomi nasional.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

Dasar hukum agraria dalam konstitusi Indonesia terutama
ditentukan oleh Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini
merupakan dasar hukum yang kuat bagii peraturan yang mengatur tentang
tanah dan SDA di Indonesia. Pasal ini mengamanatkan bahwa negara
bertanggung jawab untuk mengatur kepemilikan tanah dan mengawasi
pemanfaatannya, memastikan bahwa semua tanah di dalam wilayah
kedaulatan negara dimanfaatkan untuksebasar-besarnya kemakmuran
rakyat.”

Untuk mewujudkan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
Pemerintah Indonesia selanjutnya memberlakukan Undang-Undang No. 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
UUPA ini merupakan Undang-Undang yang secara komprehensif
mengatur hubungan hukum antara negara, masyarakat, dan tanah.

3. Konsep Konstitusionalisme Agraria

Konstitusi kini menjadi sangat penting bagi negara-negara modern.
Sebagian besar negara, baik yang menganut sistem demokrasi maupun
monarki, telah mengadopsi sistem konstitusional. Konsttusi bukan lagi

sekedar instrumen hukum, melainkan menjadi suatu paham tentangg

0 Asri Agustiwi, “Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia , Jurnal Arikel

Ratu Adil, Vol. 3, No. 1, 2014, him. 4,
https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/17, diakses pada 12 September
2024 Pukul 10.42 WIB.
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prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) yang
dianut hampir disemua negara, termasuk negara- negara yang belum
memiliki Kkonstitusi tertulis dan negara-negara yang menganut sistem
parlementer dimana parlemen memegang kekuasaan tertinggi atas nama
rakyat.”* Konstitusi merupakan perjanjian dan kesepakatan tertingi dalam
kegiatan bernegara. Kesepakatan harus dilaksanakan. Kesepakatan boleh
berubah setiap saat sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat.
Namun, jika kesepakatan itu sudah disepakati maka kesepakatan itu
bersifat mengikat dan harus dilaksanakan apa adanya sesuai dengan
kesepakatan. Sebagai hukum dasar, konstitusi memiliki kekuatan
mengikat yang sangat tinggi, sehingga mempunyaidaya paksa yang juga
bersifat tinggi. "

Menurut Jimly Asshiddigie, konstitusi dapat diklasifikasikan
menjadi tiga bentuk: (i) Terdokumentasi secara tertulis dalam satu naskah
hukum yang disebutt Undang-Undang Dasar, (ii) Tertuliss secara tidak
terdokumentasi dalam satu naskah tetapi tercatat dalam banyak naskah
sejarah, dan (iii) Tidak tertulis sama sekali melainkan hanya tumbuh dan
ditaati dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Biasanya,
negara menggunakan bentuk perumusan konstitusii yang pertama dimana

mendokummentasikan konstitusinya dalam satu dokumen resmi yangg

71

Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia”, Jurnal Jursprudentie, Vol

3, No. 2, 2016, him 110,
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2819/2663,

diakses pada 11 September 2024 pukul 20.54 WIB.

72

Ardiansah, “KonstitusiEkonomi”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 12, No. 2, tahun 2013,

him. 187-188, https://www.researchgate.net/publication/354542120 KONSTITUSI EKONOMI,
diakses pada 25 September 2024 pukul”04.20 WIB.



https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2819/2663
https://www.researchgate.net/publication/354542120_KONSTITUSI_EKONOMI

48

disebut dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi Amerika Serikat,
didirikan pada tahun 1787, menjadi titik referensi bagi banyak negara
dalam perumusan konstitusi mereka sendiri.”

Konstitusionalisme, sebagai konstruksi teoretis, muncul sebagai
konsep yang ditranslokasi dari paradigma Barat, kemudian menyebar
dalam skala global, termasuk wilayah Asia. Proliferasi ini bersamaan
dengan misi universal untuk menegakkan prinsip-prinsip supremasi
hukum. Dalam konteks Asia, konstitusionalisme merupakan komponen
dari agenda reformasi hukum yang lebih luas yang bertujuan untuk
memperkuat kemanjuran reformasi hukum yang terkait dengan investasi
dan ekonomi pasar.” Konstitusionalisme agrarian merupakan kerangka
konseptual yang memposisikan konstitusi sebagai landasan hukum
terpenting yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan agrarianisme,
termasuk kepemilikan tanah, pemanfaatan tanag, dan keterkaitan antara
Negara, masyarakat, dan SDA."

Konstitusionalisme, sebagai sebuah konsep, merupakan hasil
transplantasi dari Barat yang kemudian menyebar secara global,
termasuk ke kawasan Asia. Penyebaran ini seiring dengan misi universal
untuk menegakkan prinsip negara hukum. Di Asia, konstitusionalisme
merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk mendukung

keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan dengan investasi dan
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ekonomi pasa. Konsep konstitusionalisme, demokrasi, dan liberalisme,
yang muncul dari Revolusi Prancis 1789, semakin menyebar ke seluruh
benua Eropa, termasuk Belanda. Akan tetapii, pengaruh gagasan tersebut
baru terasa di Hindia Belanda sekitar setengah abad setelahnya. Revisi
terhadap peraturan untuk penyelenggaraan Daerah jajaahan 1854
merupakan tonggak penting dalam upaya yang bertujuan untuk membatasi
otoritas sewenang-wenang pemerintah kolonial, terutama mengenai
penerapan sistem tanam paksa.

Secara historis, konstitusionalisme hadir sebagai tanggapan balasan
atau respons terhadap pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, wajar saja
Jjika gagasan ini muncul di era kolonial sebagai reaksi terhadap eksploitasi
sistematis melalui sistem tanam paksa. Sebagaimana halnya pada masa
kolonial,munculnya gagasan konstitusionalisme di Indonesia pasca Orde
Baru uga dipicu oleh adanya pemerintahan otoriter yang berlangsung
selama lebih dari 32 tahun.”

Seperti yang dikemukakan oleh Yance dari Arizona, hubungan
antara negara dan tanah di Indonesia memiliki arti penting, karena diatur
oleh ketentuan konstitusional. Dalam perkembangan konstitusi sejak
Undang-Undang Dasar 1945 (1945-1949), Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (1949-1950), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950-
1959), kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (1959-1999),

dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil keempat kali amandemen (1999-
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sekarang) telah menunjukkan bahwa masalah tanah adalah salah satu hak
yang diatur oleh hukum. Hal inilah yang membedakan antara konsep
konstitusi Indonesia dengan negara lain.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003
mendorong perkembangan konstitusionalisme agraria. MK telah
memberikan kontribusi penting dalam reformasi hukum agraria melalui
putusannya yang telah menetapkan prinsip-prinsip penting untuk
pengelolaan sumber daya aalam.”” Konsep Konstitusional Penguasaan
Negara berdasarkan Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatan pihak
swasta dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak dilarang. Namun,
dalam konteks taanh dan SDA lainnya, sebagaimana dibahas dalam
Putusan Perkara No. 002/PUU-1/2003, pemerintah diamanatkan untuk
memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara. Halserupa juga
dipertimbangkan dalam putusan MK perkara No. 36/PUU-X/2012.™

Melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah telah secara
tegas menempatkan hutan adat di luar kategori hutan negara dan
mengakui hak pengelolaan penuh atas hutan tersebut berada di tangan
mansyarakat hukum adat. Keputusan ini menetapkan landasan hukum

yang kuat bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka sesuai

T Anna Triningsih, “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam ersektif
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dengan adat istiadat dan kebutuhan mereka, dengan tetap memperhatikan
fungsi ekologis hutan.™
4. Asas dan Prinsip Konstitusionalisme Agraria

Konstitusionalisme agraria mencakup asa dan prinsip dasar yang
mengatur pengelolaan lahan dan sumber daya alam dalam konteks hukum
dan konstitusi. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merumuskan beberapa asas pokok yang
menjadi landasan dalam pengaturan hukum agraria di Indonesia. yakni:*
a. Asas Kenasionalan
b. Asas kekuasaan negara
c. Asas pengakuan terhadap hak ulayat
d. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
e. Asas kebangsaan
f. Asas persmaan hak
g. Asas perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah
h. Asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakasn secara

aktif oleh pemiliknya sendiri

I. Asas perencanaan

Pembentukan MK pasca Orde Baru membawa tanggung jawab
penting untuk memeriksa apakah Undang-Undang yang diberlakukan oleh

pemerintah dan DPR sejalan dengan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk

7 Tesya Veronika, Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat MHA Ditinjau
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memastikan bahwa Undang-Undang yang berkaitan tentang tanah dan
sumber daya alam tidak melanggar aturan dasar negara. Hingga saat ini,
MK telah secara intensif memeriksa apakah Undang-Undang di bidang
agraria dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 UUD
1945. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah telah memberikan
memberikan penafsiran yang mendalam terhadap substansi Pasal 33 UUD
19458

Pasal 33 UUD 1945 menetapkan dasar hukum bagi negara untuk
mengelola sumber daya alam demi sebsar-bearnya kemakmuran rakyat.
Sebagai sarana pelaksanaan Pasal tersebut, Undang-Undang Pokok
Agraria dan PerUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan
tanah, juga turut mengatur dan memperkuat Hak Menguasai Negara
(HMN). Pembentukan MK telah menciptakan jalan untuk memperbaiki
praktik yang tidak adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu,,
MK juga berperan penting dalam memberikan penafsiran yang akurat
tentang Hak Menguasai Negara, sehingga dapat mengoreksi pemahaman
yang keliruyang muncul dalam masyarakat pasca-reformasi.t?

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara
memiliki wewenang tertinggi dalam pengelolaan dan pemanfaatan bumi,

air, dan kekayaan alam lainnya. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa

Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas SDA
Putusan MK”, Jurnal Konstitusi , Vol. 8, No. 3, him 259-260.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/833/168, diakses pada 12
September 2024 Pukul 10.16 WIB.
8 Tody Sasmitha, dkk, Pemaknaan Hak Menguasai NegaraOleh MK, (Yogyakarta: STPN
Press, 2014), him. 30.
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negara menempati posisi kedaulatan tertinggi atas tanah dan sumber daya

alam. kewenangan negara mengenai pengelolaan sumber daya alam

meliputi:

a. Merencanakan dan mengatur pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air,
dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur interaksi antara individu dan bumi, air, dan
ruang;

c. Menentukan dan mengatur tindakan hukum yang berkaitan dengan
bumi, air, dan ruang.

Penegasan Hak Menguasai Negara (HMN) dalam UUPAmerupakan
wujud dari kedaulatan negara atas wilayahnya. Semangatt ini lahir dari
kesadaran bahwa tanah dan kekayaan alam Indonesia adalah milik
bersama rakyat Indonesia, bukan milik asing. UUPA memberikan
wewenang dan mengukuhkan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN)
sebagai llandasan hukumdalam pengelolaan tanah di Indonesia, dalam
implementasinya negara memberikan delegasi kewenangan kepada
individu dan kelompok masyarakat dengan tetap memperhatikan dan

| 8 Kesalahan dalam

mengedeankan kepentingan nasiona
menginterrestasikan mengenai Hak Meguasai Negara dan fungsi sosial

tanah telah mendorong MK untuk melakukan penyeimbangan. MK telah

8 Laeli Nurchamidah, dan Djauhari, ‘“Pengalihan Fungsian Lahan Pertanian Ke Non
Pertanian Di  Kab. Tegal”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 700,
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2513/1876, diakses pada 23
September 2024 Pukul 08.30 WIB.

8 Tody Sasmitha, dkk, Pemaknaan Hak Menguasai NegaraOleh MK, (Yogyakarta:
STPN Press, 2014), him. 35.
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memposisikan HMN, tanah perseorangan, dan hak tanah komunal pada
posisi yang setara. Pandangan bahwa HMN merupakan hak mutlak atas
tanah telah diubah oleh MK. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan
politik Indonesia yang semakin terdesentralisasi dan pluralis.®®

Mahkamah Konstitusi telah mengambil peran penting dalam
memberikan penafsiran terhadap ketentuan Kkonstitusi mengenai
penguasaan negara atas sumber daya alam. Melalui putusannya, MK telah
memberikan kontribusi signifikan terhadap kedaulatan negara atas tanah
dan sumber daya alam, serta hubungannya dengan hak-hak warga negara
dalam menangani berbagai persoalan konstitusional yang ditemuinya®
Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, Hak Menguasai Negara (HMN)
tidak untuk menunjukkan superioritas negara atas rakyat, melainkan
merupakan mandat yang diberikan rakyat kepada negara untuk mengelola
sumber daya alam demii kemakmuran rakyat.®’

5. Konstitusionalisme Agraria dalam Putusan MK

Konstitusionalisme adalah paham yang menghubungkan segala
aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan konstitsusi.
Konstitusi dasar menjadi titik temu dari berbagai hubungan sosial,

ekonomi, politik, dan lingkungan, serta menjadi pedoman dalam

8 Tody Sasmitha, dkk, Pemaknaan Hak Menguasai NegaraOleh MK, (Yogyakarta:

STPN Press, 2014), him. 36.
% “yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.
386-387.
87 Tody Sasmitha, dkk, Pemaknaan Hak Menguasai NegaraOleh MK, (Yogyakarta: STPN

Press, 2014), him. 39.
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1.8 Konstitusionalisme

menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncu
merupakan ide dasar dari konstitusi yang tidak terlepas, bahkan lahir
sebelum konstitusi itu sendiri. Konstitusionalisme ini berkembang dalam
wujud-wujud dan definisinya. Sebagai konsep dapat ditemukan dan
diteliti dalam proses dan isi perubahan konstitusi. Konstitusi, sebagai
dasar hukum tertinggi, adalah dasar hukum negara Indonesia. Namun
faktanya, setelah kemerdekaan konstitusionalisme dalam konstitusi
Indonesia (Undang-Undang Dasar 945) masih tipis, yang kemudian ide-
ide konstitusionalisme dikembangkan dan diterapkan sebagai cara
berpikir akibat kekuasaan yang korup sebelum reformasi. Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu hasil dari proses
konstitusionalisme dalam amandemen.® Konstitusionalisme adalah
sebuah kerangka berpikir yang mendasar dan menyeluruh. Kerangka ini
berisi ide-ide mendalam tentang bagaimana negara harus bertindak dan
membatasi kekuasaan negara agar tidak semena-mena, terutama dalam
negara demokrasi. Hal ini untuk memastikan bahwa negara tidak

menyalahgunakan kekuasaannya dan selalu bertindak demi kepentingan

rakyat. Salah satu hal penting yang diatur adalah bagaimana negara

88
89

Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.5.

Muhammad RM Fayasy F, dan Faraz Almira A,
“Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI”, Jurnal
Sanskara Hukum dan HAM (SHH), Vol. 1, No. 2, 2022, him. 26, https://sj.eastasouth-
institute.com/index.php/shh/article/view/57/23, diakses pada 7 September 2024 pukul 22.14
WIB.
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mengelola SDA, seperti tanah dan hasil pertanian, demi bisa mencapai
tujuan pembangunan ekonomi nasional.®

Dalam putusan MK Perkara No. 11/PUU-V/2007 Mahkamah
berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang a quo memberikan
aturan yang tegas atau kepastian hukum (rechtszekerheid) yang berkaitan
dengan penataan ulang kepemilikan tanah (landerform), khususnya dalam
konteks lahan  pertanian, sehingga memastikan pelaksanaan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang kemudian diuraikan pada UUPA
(khususnya Pasal 7 dan 17). Undang-Undang ini terwujudkan dalam UU
No. 56 Tahun 1960, yang mencerminkan bahwa tanah dan
kepemilikannya adalah berfungsi sosial.**

Salah satu peran penting Negara dalam penyelenggaraan
kepentingan masyarakat sebagian besar bersifat melengkapi. Dalam
konteks ini, masyarakat memiliki kapasitas untuk mengatasi kepentingan
atau tantangannya sendiri, asalkan upaya tersebut tidak bertentangan
dengan kepentingan atau hak orang lain dan tidak bertentangan dengan
hukum. Pandangan ini menempatkan hak penguasaan negara atas tanah
sebagai dasar bagi Negara untuk mengatur hubungan hukum yang
berkaitan dengan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Hal ini sangat

relevan mengingat potensi perselisinan yang sering timbul dari konflik

90

Idham, Konstitusionalisme Tanah Hak Milik di Atas Tanah Hak Pengelolaan,

(Bandung: P.T. Alumni, 2021), hm. 1.

209.

91

Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.
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atas sumber daya tanah.”> Konsep negara menguasai Segala sesuatu
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945
memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan tindakan
hukum yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hal ini
direalisasikan melalui lima (5) bentuk kewenangan negara, Yyaitu
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad)  dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) wuntuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Hal ini telah ditetapkan oleh MK sejak Putusan Perkara No.
001/PUU-1/2003, Perkara No0.021/PUU -1/2003, dan Perkara No.
022/PUU-1/2003, dan tetap konsisten dengan putusan peradilan lain yang
standar pengujiannya didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD
1934.%

Lima bentuk kewenangan penguasaan negara yang kemudian
dikategorikan menjadi tiga tingkatan. Dalam Perkara No. 36/PUU-
X/2012, yang membahas pemeriksaan Undang-Undang No. 22 tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh Pengurus Pusat
Muhammadiyah,, sejmlah organisasi sosial dan keagamaan serta oleh
individu-individu, Mahkamah Konstitusi membagi lima kewenangan

negara itu menjadi tiga tingkatan.

% Andi Bustamin Daeng Kunu, “Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah”,

Jurnal lImu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012, him. 2,
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302/1059, diakses pada 25
September 2023 Pukul 08.14 WIB.

% vYance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.

339.
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Putusan MK No. 009/ PUU-1/2003 tentang kewenangan daerah
dalam bidang pertanahan menggaris bawahi pentingnya pemenuhan
terhadap ketentuan UUD 1945. Hal Ini menggambarkan bahwa
pemerintah daerah memiliki otoritas besar dalam pengelolaan tanah dan
sumber daya alam, Yang artinya kewenangan daerah dalam bidang
pertanahan harus sesuai dengan norma-norma yang tercantum dalam
UUD 1945.%

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-1/2003 tentang migas.
Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang sangat
luas terhadap pengelolan sumber daya alam di Indonesia. Putusan ini
menegaskan kembali bahwa pentingnya peran negara dalam mengelola
sumber daya alam yang strategis sepetri minyak dan gas bumi, serta
pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan

kepentingan swasta.*

B. Kebijakan Alih Fungsi Tanah
1. Definisi Alih Fungsi Tanah
Tanah menempati peran penting dalam kehidupan masyarakat,
seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi tanah juga

bergantung pada entitas yang memanfaatkannya. Misalnya, petani

% Anna Triningsih, ‘“Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam ersektif

Konstitusi”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No.3, 2019, him. 339,
https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/2.9%20Anna%20Triningsih.pdf, diakses pada 13
Setember pukul 00.26 WIB.

% vance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.
218-219.
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memanfaatkan tanah sebagai sumber produksi pangan yang diperlukan
untuk keberlangsungan hidup. Pihak swasta memanfaatkan lahan untuk
berinvestasi atau modal. Pemerintah memanfaatkan lahan sebagai tempat
yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan setiap pihak yang
berbeda terkadang menimmbulkan tumpang tindih untuk mewujudkan
kepentingannya masing-masing. Namun, lebih sering bahwa lahan yang
digunakan untuk pertanian dapat beralih fungsi untuk mewujudkan
kepentingan lainnya.”

Alih fungsi tanah berarti mengubah penggunaan tanah dari yang
fungsinya semula (seperti yang sudah direncanakan) menjadi yang baru,
dan ini seringkali merusak lingkungan dan mengurangi potensi tanah
tersebut. Alih fungsi tanah merupakan akibat dari tekanan populasi yang
meningkat dan tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik, seperti
kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan sumber daya alam yang
lebih besar..*” Pemindahan alih fungsi tanah menunjukkan penugasan
kembali bidang tanah tertentu dari fungsi awalnya ke peran baru, biasanya

disertai dengan peningkatan dalam penilaian ekonomi tanah. Faktor-faktor

% Isdiyana Kusuma Ayu, da Benny Krestian Heriawanto, ‘“Perlindungan Hukum Terhadap

Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia”, Jurnal Ketahanan Pangan,
Vol. 2, No. 2, 2018, him. 122, https://media.neliti.com/media/publications/269678-perlindungan-
hukum-terhadap-lahan-pertan-ea8d02f8.pdf, diakses pada 23 September 2024 pukul 12.10 WIB.

% Eka Fitrianingsih, Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian (Permukiman) Di kec. Tomoni Kab. Luwu Timur”, (Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), him. 15-16.
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seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemajuan industri, dan
inisiatif pariwisata adalah katalis utama untuk transfer lahan.*®

Alih fungsi tanah/lahan merupakan masalah yang umum terjadi di
perkotaan, terutama di kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh
peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan, yang terkait dengan
peningkatan konflik perubahan penggunaan lahan. Disisi lain, jumlah
lahan bersifat tetap dan tidak bertambah seiring dengan ekspansi populasi
yang cepat yang disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan popullasi
alami. Alih fungsi lahan merujuk pada perubahan peruntukan suatu lahan
dari fngsi semula menjadi fungsi baru, yang umumnya diiringi oleh
peningkatan nilai ekonomis lahan tersebut. Pertumubuhan penduduk,
urbanisasi, pengembangan industri, dan kegiatan pariwisata merupakan
faktor utama yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan.*

Dengan adanya Pengalihfungsian lahan dapat mempersulit
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan.'® Pemindahan fungsi tanah dapat
dikategorikan sebagai permanen atau sementara. Alih fungsi permanen,

seperti dengan prubahan lahan sawah menjadi daerah pemukiman,

% Novita Dinaryanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengarujhi  Alih Fungsi Lahan

Pertanian Di Daerah Sepanjang lIrigasi Bendung Colo Kab. Sukoharjo”, (Semarang: Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014), him. 2.

% Rizqgi Wardiana Sari, dan eppy Yuliani, “Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan
Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan”,Jurnal Kajian Ruang, Vol. 1, No. 2, 2021, him 1-
3. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/download/20032/6433,  diakses pada 10
September 2024 Pukul 10.43 WIB.

100 Isdiyana Kusuma Ayu, da Benny Krestian Heriawanto, ‘Perlindungan Hukum
Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia”, Jurnal Ketahanan
Pangan, Vol. 2, No. 2, 2018, him. 123, https://media.neliti.com/media/publications/269678-
perlindungan-hukum-terhadap-lahan-pertan-ea8d02f8.pdf, diakses pada 23 September 2024
pukul 12.10 WIB.
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memiliki implikasi lingkungan dan sosial ekonomi yang lebih luas

dibandingkan dengan alih fungsi sementara, seperti alih fungsi

lahan sawah menjadi perkebunan tebu. Hal ini disebabkan oleh sifat
perubahan yang tidak dapat diubah kembali pada alih fungsi permanen.*™

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2009 Pasal 29 ayat (5)
menetapkan bahwa tanah yang sebelumnya dialihfungsikan sebagai
kawasan hutan dapat diubah menjadi lahan pertanian berkelanjutan yang

ditujukan untuk produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dengan ketentuan sebagai berikut:'%

a. Tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi
sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan
izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti
dengan permohonan hak atas tanah; atau

b. Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan

sesuai dengan izin/keputusan/surat dar yang berwenang.

Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
menetapkan bahwa pengalihfungsian lahan yang ditunjuk untuk tujuan
pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

101 Evatul Csanova Noviyanti, dan Irwan Sutrisno, “Analisis Damak Alih Fungsi Lahan

Pertanian Terhadap Pendaatan Petani di Kabuaten Mimika”, Jurnal Kritis, Vol. 5, No. 1, 2022,
him 4, https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/150, diakses pada 13
Setember 2024 pukul 01.22 WIB.

102 Undang-Undang”No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan.
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a. Dilakukan kajian kelayakan strategis
b. Disusun rencana alih fungsi lahan
c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari emilik
d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan

berkelanjutan yang dialihfungsikan

Sama halnya dengan Alih fungsi lahan hutan. Alih fungsi lahan

hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan
seperti, pemukiman, areal pertanian dan perkebunan. Masalah ini telah
meningkat dari waktu ke waktu, berkorelasi dengan perluasan kawasan
hutan yang telah diubah menjadi penggunaan lahan alternatif. Konversi
fungsi hutan ke aplikasi yang berbeda terbukti merugikan pelestarian
ekosistem hutan. Insiden kebakaran hutan telah meningkat secara
signifikan sejak penerapan teknik pembakaran hutan untuk tujuan
pembukaan lahan untuk perkebunan. Perubahan fungsi tanah dapat
memicu penurunan kualitas lahan, terutama melalui praktik seperti tebas-
dan-bakar, karena pembakaran puing-puing kayu dan bahan sisa dari
pembukaan lahan dapat mempercepat proses pencucian dan penipisan
tanah. Penurunan kandungan bahan organik tanah akan memperburuk

karakteristik fisik dan kimia tanah.'®

103 Okasana, dkk, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit

Terhadap Sifat Kimia Tanah”, Jurnal Agroteknologi, Vol. 3, No. 1, 2012, him. 29-30,
https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/agroteknologi/article/download/92/82, diakses pada 23
September 2024 Pukul 12.24 WIB.
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2. Dasar Hukum Alih Fungsi Tanah

Dasar hukum alih fungsi tanah di Indonesia dapat ditemukan dalam

berbagai peraturan perUndang-Undangan. Ada beberapa dasar hukum

utama yang mengatur alih fungsi tanah di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 51 Ayat (2) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan yang mengakibatkan perubahan fungsi
tanah mewajibkan pemilik tanah untuk melakukan rehabilitasi lahan.
Rehabilitasi ini meliputi perbaikan sarana dan prasarana pertanian
seerti sistem irigrasi, jalan usaha tani, dan ketersediaan alat mekanis.
Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan produktivitas tanah
bagi kegiatan pertanian pangan.'%*

. Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Keentingan Umum

Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini menjadi dasar
hukum yang mengatur bagaimana pemerintah atau pihak lain yang
berwenang dapat memperoleh tanah milik pribadi untuk kepentingan
umum. Undang-Undang ini menekankan bahwa pengadaan tanah

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan bertujuan untuk

1

104

I Komang Darman, “Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Akibat Hukumnya”, Vol. 8, No.
2018, him. 9, https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-

bahadat/article/download/234/ALIH%20FUNGSI%20TANAH%20PERTANIAN%20DAN%20A

KIBAT%20HUKUMNYA.pdf/, diakses pada 13 September 2024 pukul 00.43WIB.
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menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dengan hak-hak
masyarakat. Artinya, alih fungsi tanah yang dilakukan harus benar-
benar untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti pembangunan
infrasurtuktur, fasilitas umum, atau proyek strategis nasional.'*
c. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 tahun 2015
Dalam Pasal 2 ayat (1), secara jelas menyatakan bahwa
masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan saat dikukuhkan
hak atas tanahnya. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa kelompok
masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu memenuhi syarat untuk
hak atas tanah asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ini artinya, bahwa pemerintah daerah harus mengikut sertakan
masyarakat hukum adat dalam kerangka prosedural untuk alokasi hak
atas tanah.'®
d. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian
Alih Fungsi Lahan Sawah
Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa lahan sawah yang
dimaksud dalam peta lahan sawah yang diilindungi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yang belum dialokasikan sebagai

komponen lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata

105 Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum

196 | inda Martha Dona, dan Yurisa Martanti, “ Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Ulayat: Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu”, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vo.
1, No. 2, 2016, him 67, https://media.neliti.com/media/publications/473352-none-a8600571.pdf,
diakses pada 13 Setember 2024 pukul 00.53 WIB.
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ruang yang dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat dipindahkan sebelum
memperoleh rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri
ang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang

Dalam Pasal 17 ayat (2) menetapkan bahwa peraturan tambahan
mengenai protokol penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan
lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh keputusan
menteri yang mengawasi operasi pemerintah dalam bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang.*”’

Akibatnya, kerangka hukum yang mengatur pengalihan lahan di
Indonesia mencakup peraturan yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan
pangan berkelanjutan, pemberian hak atas tanah kepada penduduk asli,
dan penyertaan masyarakat adat dalam proses yang terkait dengan tata
kelola SDA.

3. Prosedur Alih Fungsi Tanah di Indonesia

Prosedur pengalihan fungsi lahan di Indonesia terdiri dari beberapa
tahapan yang harus dipenuhii. Semua badan usaha diwajibkan untuk
mendapatkan Persetujuan Kepatuhan Penggunaan Ruang (PKKPR).
Dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagai bukti bahwa rencana usahaa

tersbut telah sesuai dengan tata ruang wilayahh.*®®

197 PERPRES RI No. 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
108 Syafala Julien Mahmudatul Bariah, dkk, “ Mekanisme Perizinan Terhadap Terjadinya
Alih  Fungsi Lahan Pertanian”, Dinamika, Vol 30, No. 1, 2024, HIm. 9126,
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Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2011,
Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk keerluan umum hanya daat
dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai
berikut:

a. Memiliki kajian kelayakan strategis
Kajian kelayakan strategis untuk alih fungsi lahan pertanian
dapat dikategorikan berdasarkan skala  pembangunannya.

Pembangunan berskala besar dapat bersifat nasionalatau regional,

skala menengah bersifat Prov. atau Kab., dan skala kecil bersifat

kec. atau desa.
b. Mempunyai Rencana Alih Fungsi Tanah
Rencana alih fungsi tanah untuk keentingan umum, termasuk
embangunan infrastruktur seerti saluran air bersiholeh DAM, harus
disusun secara rinci dan terencana.rencana tahunan yang disusun
harus mencakup luas tanah, lokasi, peruntukan, dan memastikan
integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada.
c. Pembebasan keemilikan hak atas tanah
Proses alih fungsi tanah melibatkan pembebasan hak milik
atas tanah dari pemiliknya. Pembebasan ini dilakukan melalui
mekanisme ganti rugi yang besarannya telah diatur dalam peraturan
PerUndang-Undangan, dengan tujuan memberikan keadilan kepada

pemilik tanah yang terkena dampak.

https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23595, diakses ada 12 Setember 2024ukul
12.15 WIB.
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d. Ketersediaan tanah pengganti terhada tanah pertanian angan
berkelanjutan
Pelaksanaan alih fungsi tanah hanya dapat dilakukan setelah
pemohon memenuhi kewajiban penyediaan tanah pengganti. Tanah
pengganti yang disyaratkan harus dalam kondisi siap produksi
pertanian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan
perUndang-Undangan.'®
Berikut sistem, Mekanisme dan prosedur izin alih fungsi tanah di
Indonesia:'*°
a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan seluruh berkas
persyaratan
b. DPMPTSP mengrim permintaan rekomendasi teknis kepada Dinas
Pertanian
c. DPMPTSP mengrim permintaan rekomendasi teknis kepada TKPRD
d. DPMPTSP mengrim permintaan rekomendasi Pertimbangan Teknis
Tanah Kepada Kantor ATR/BPN
e. DPMPTSP Menerbitkan lzin Alih Fungsi Lahan setelah seluruh
persyaratan lengka termasuk persyaratan rekomendasi teknis.
f. DPMPTSP menyampaikan penolakan enerbitan Izin Alih Fungsi
Lahan jika persyartan tidak lengja termasuk persyaratan rekomendasi

teknis.

109 Lampiran permentan Reublik Indonesia No. 81/Permentan/OT.140/8/2013

Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

119 perizinan Non 0SS (Izin Alih Fungsi Lahan), https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-
publik/8173290/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/perizinan-non-0ss-
izin-alih-fungsi-lahan , diakaes ada 12 Setember 2024 pukul 12.55 WIB.
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BAB 111
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 6/G/LH/2023/PTUN.JPR

A. Kronologi Kasus Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Konflik ini bermula ketika masyarakat Suku Awyu di Distrik Fofi,
Kabupaten Boven Digoel,mengetahui adanya proyek perkebunan kelapa sawit
yang akan dibangun diatas tanah ulayat mereka pada tahun 2022. Beberapa
orang yang diduga dari Perusahaan PT Indo Aisana Lestari sedang melakukan
survei di Sungai Digul untuk membangun Pelabuhan masuknya alat-alat berat.
Melihat peristiwa tersebut, Hendrikus Woro, Ketua Marga Woro Suku Awyu
dari Boven Digoel memiliki ketakutan dan kekhawatiran apabila perusahaan
beroperasi maka akan berdampak bagi seluruh Marga dan Masyarakat Awyu.
Sehingga Hendrikus Woro memutuskan untuk mencari kepastian atas
informasi yang jelas tentang perizinan perusahaan. Kemudian Hendrikus
Woro mengajukan permohonan Informasi Publik kepada dinas-dinas di
Pemerintahan Boven Digoel. Dinas penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Boven Digoel yang memberikan balasan tertulis, bahwa Informasi publik yang
dicari Hendrikus Woro menjadi kewenangan dinas terkait di Provinsi Papua.
Dengan bekal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2022 Hendrikus Woro
mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
untuk meminta informasi ketersedian dokumen terkait izin Lingkungan Hidup

PT Indo Asiana Lestari.!'

11 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
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Pada tanggal 25 Agustus 2022, Hendrikus Woro memperolehh
Dokumenn AMDAL vyang berkaitan dengan Rencana Pengembangan
Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang
berlokasi Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel PT
Indo Asiana Lestari. Dokumen ini berisikan tentang obyek gugatan yaitu
Surat Keputusan Gubernur Papua yang memberikan persetujuan lingkungan
terhadap rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 36.096,4 ha
yang akan dilaksanakan oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan
Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tertanggal 02
November 2021.

Proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Indo Asiana
Lestari menghilangkan suara penolakan dari marga Woro dan marga-marga
lain dikomunitas suku Awyu secara tertulis ataupun lisan. Masyarakat adat
sejak 2018 telah menolak rencana perkebunan kelapa sawit yang dilakukan
melalui penolakan secara tertulis melalui surat Lembaga Masyarakat Adat
Kabupaten Boven Digoel yang ditujukan kepada Bupati Boven Digoel, surat
pernyataan menuntut pencabutan izin-izin perusahaan perkebunan, penerapan
denda adat Awyu kepada PT Indo Asiana Lestari, surat penolakan penerbitan
perizinan PT Indo Asiana Lestari, surat penyampaian pengaduan, Surat
Permohonan pencabutan perizinan Indo Asiana Lestari. Tidak hanya tertulis,
penolakan juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa dan menemui instansi-

instansi pemerintahan.**?

112 b tusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
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Meskipun demikian, gugatan yang diajukan dengan register pergara
Nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR ini ditolak. Dalam putusannya, Majelis
Hakim, yang dipimpin oleh Merna Chinthia, menyatakan bahwa dalil
penggugat Hendrikus Woro, yang berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala
Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentangg. Izin perkebunan kelapa sawit untuk
PT IALbertentangan dengan asas-asas kearifan lokal, keberlanjutan, kehati-
hatian, dan keadilan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, menjadikannya
“tidak relevan.” Menurut hakim, telah dilakukan penilaian atau pengujian
terhadap AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, yang
betindak sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal pada 1 November 2021.
Penerbitan SK kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin tersebut
telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan.*

Asas-asas tersebut telah diejawantahkan dalam Rekomendasii
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi hasil uji kelayakan.
Pengadilan tidak akan menguji lebih lanjut mengenai substansi dan prosedur
dari rekomendasi tersebut, terrmasuk penilaian mengenaii AMDAL nya
karena bukan merupakan objek sengketa yang diuji dalam perkara ini. Dengan
demikian, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa

kepada Pengadilan dengan dalil sesuai Pasal 65 Undang-Undang No. 30

113 BBC News Indonesia, Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu di Papua

Yang Menentang Perkebunan Sawit, 2023,
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm5k548801zo, Diakses pada 11 Juni 2024 Pukul 00.53
wIB
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tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni keputusan tidak dapat
ditunda pelaksanaannnya kecuali adanya potensi kerugian negara, konflik
sosial dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**

Hingga masyarakat adat suku Awyu mengajukan gugatan ke
Mahkamah Agung. Kasasi yang disebut Hendrikus itu menyangkut izin
lingkungan yang diberikan Kepala Dinas Penananaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana
Lestari yang luasnya mencapai 36.094,4 hektar, yang akan menghancurkan
ekosistem kehidupan diantara wilayah Distrik Mandobo dan Distrik Fofi,
Boven Digoel.'*> Pada tanggal 27 Mei 2024, perwakilan dari masyarakat adat
Awyu (Papua Selatan) dan Moi (Papua Barat Daya) berkumpul di MA Jakarta.
Mengenakan pakaian tradisional, mereka melakukan ritual doa, dan
pertunjukan tari tradisional. Mereka memohon kepada Mahkamah Agung
untuk membatalkan perizinan dua perusahaan kelapa sawit yang mengancam
hutan adat mereka.™®
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa izin yang diberikan

kepada PT IAL telah sesuai dengan prosedural dan peraturan yang berlakuu.

Meskipun demikian, masyarakat hukum adat suku Awyu dan Moi berpendapat

4 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.

115 FaghihahMuharroroh Itsnaini, IAL Kantologi Konsesi Kebun Sawit Separuh Luas
Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua, 2024,
https://lestari.komPasalcom/read/2024/06/03/154941986/ial-kantongi-konsesi-kebun-sawit-
separuh-luas-jakarta-suku-awyu-dan-moi#google_vignette, diakses pada 11 Juni 2024 pukul
23.45 WIB.

118 Astida Elisabeth, Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak
Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit, 2024,
https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-
melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 22.03
WIB.
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bahwa prosedur perizinan ini terjadi tanpa melibatkan mereka dan merusak
hak-hak adat mereka. Dalamt Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel No.
2 Tahun 2023 Pasal 17, bahwasannya pemanfaatan lahan oleh pihak eksternal
di dalam Wilayah Adat semata-mata dapat terjadi melalui mekanisme
pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat, yang didasarkan
pada hukum adat yang berlaku. Hutan adat di Boven Digoel memiliki
hubungan yang erat dan melekat dengan Masyarakat Adat Suku Awyu. Hutan
adat di Boven merupakan bagian integral dari kehidupan Masyarakat Adat
Suku Awyu. Hutan menjadi sumber kehidupan, budaya, dan spiritual bagi
mereka. Meski mereka baru di sahkan secara formal sebagai masyarakat adat
ditahun 2023, namun masyarakat Adat Awyu telah hidup dihutan ini selama
berabad-abad dan mengandalkan hutan ini untuk memenuhi kebutuhan
subsisten sehari-hari mereka.

Alih fungsi lahan secara besar-besaran menjadi perkebunan kelapa
sawit jelas merupakan upaya desakralisasi alam, ialih fungsi lahan hutan adat
yang tidak terkendalii dapat berdampak pada kapasitas penyediaan pangan
dan menimbulkan kerugian sosial. Salah satu bentuk perubahan sosial budaya
akibat alih fungsi lahan ini terkait dengan kearifan lokal masyarakat adat
setempat.'’ Hutan adat di Boven Digoel sangatlah berpengaruh bagi
kehidupan masyarakat Adat suku Awyu dan suku lainnya, bayangkan apabila

hutan seluas 36.094,4 hektar tersebut ditebang dan dijadikan perkebunan

17 Muthia Septarina, dkk., “Perlinudungan Hukum Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Akibat Alih Fungsi Lahan Gambut Dan Rawa Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kab. Barito
Kuala”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Vol. 7,No.1, 2022, him 48,
https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/10204/pdf, diakses pada 19 Juli
2024 pukul 13.46.
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kelapa sawit, akan banyak dampak yang dirasakan dimasa yang akan
mendatang, saat inii saja perubahan isiklus alam dalam rua bencana ibanjir,

itanah longsor idan pemanasan globall.*®

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR
1. ldentitas Penggugat dan Tergugat dalam Putusan No.
6/G/LH/2023/PTUN.JPR
Dalam setiap perkara perdata yang diajukan melalui gugatan,
setidaknya terdapat dua ihak yang memiliki kepentingan yang saling
bertentangan, yakni tergugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan dan
tergugat sebagai pihak yang dituntut. Terkadang, dalam perkara yang
kompleks, dapat melibatkan pihak ketiga yang turut bertanggung jawab
atas kerugian yang diderita penggugat, yang dikenal sebagai turut
tergugat. Identitas diri merupakan komponen penting yang menunjukkan
personl individu. Dalam suatu putusan, identitas merupakan syarat formil
keabsahan gugatan. Dalam surat gugatan, jika tidak menyebut identitas
para pihak seperti pengugat dan tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah
dan dianggap tidak ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak
yang mengajukan gugatan memiliki kapasitas hukum dan untuk

9

menghindari penyalahgunaan proses hukum."® Berikut merupakan

118 Bartolomeus Samho, Yohanes Slamet Purwadi, “Menelisik Dampak Perkebunan

Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat, Dan Visi Ekologis MHA di Kalimantan Barat”, Vol.
9,No. 2, 2023, him. 355, https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/6476, diakses
pada 19 Juli 2024 pukul 13.57 WIB.

19 Muhammad Burhanuddin, “Analisis Putusan Pengadilan No.:179/Pdt.G/2011/Pta.Bdg.
Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil” Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 9, No. 1,
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identitas penggugat dan tergugat dalam putusan Nomorr
6/G/LH/2023/PTUN.JPR:
a. ldentitas Penggugat
1) Hendrikus Woro
Hendrikus Woro merupakan Warga Negara Indonesia yang
berprofesi sebagai pegawai swasta, berdomisili di Kamung Bangun,
RT.002 / RW.001, Kelurahan/Desa Bangun, Kecamatan Fofi,
Kabupaten Boven Digoel. Hendrikus Woro merupakan ketua marga
Woro Suku Awyu dari Boven Digoel.
Penggugat secara resmi memulai proses hukum pada 13 Maret
2023, yang kemudian dicatat secara elektronik oleh Kantor
Kehakiman Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan perkara
nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Setelah tahap persiapan dan
perbaikan menyeluruh, panel hakim menerima gugatan pada 12
April 2023.
2) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Merupakan Badan Hukum Indonesia dengan kantor pusatnya
berlokasi di Jakarta. Didirikan atas dasar akta No. 11, dilaksanakan
pada tanggal 10 Maret 1963, di hadapan Dr. H. Erwal Gewang,
Sarjana Hukum dan Notaris di Jakarta, dan kemudian terdaftar di
Pendaftaran Pengadian Negara Jakarta Pusat pada tanggal 19

September 1983, di bawah No. 438/83, dan dengan Keputusan

2015, him. 32, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6157, diakses pada 1
November 2024 pukul 19.10 WIB.
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-
0029241.
3) Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, atau yang biasa disebut
PUSAKA, adalah Yayasan yang berdedikasi untuk mewujudkan
tatanan masyarakat yang lebih adil terlibat dalam berbagai isu
sosial, khususnya dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan
hidup, dan pemberdayaan masyarakat.’®® Yayasan Pusaka Bentala
Rakyat diakui sebagai salah satu badan hukum di Indonesia,
berlokasi di Jakarta Selatan. Badan hukum ini didirikan berdasarkan
akta No. 33 tanggal 19 Desember 2018, di hadapan Anesta
Chisanti, Notaris di Jakarta, dan mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. 01 tanggal
03 Juli 2019, dibuat di hadapan Evi Yunarti, S.H., M.Kn., Notaris di
Kota Depok, diwakili oleh Yafet Leonard Franky, S.E., yang
melayani warga negara Indonesia, selaku Ketua Yayasan Pusurus
Bentala Rakyat, yang bertempat tinggal di Comp. PWI B No. 36,
RT 001/RW 009, Muara Kelurahan Cipinang, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur.
b. Identitas Tergugat
1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsii Papua

120 vayasan Pusaka Bentala Rakyat, “Papua Bukan Tanah Kosong”, Amicu Curiae

(Sahabat Pengadilan), (Jakarta: PUSAKA, 2022)
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Yang bertempat di jalan Dr. Sam Ratulangi No. 32,
Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura.

2) PT. Indo Asiana Lestari

PT. Indo Asiana Lestari (PT. IAL) ini merupakan badan hukum
Indonesia yang berlokasi di Menara Palma Lantai 23 Unit 23-03, JI.
HR. Rasuna Said, Blok X2, Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur,

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 2016

2. Pokok Gugatan Penggugat dalam Putusan No.
6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Gugatan merupakan tindakan hukum yang diajukan oleh seorang
pihak (penggugat) kepada pihak lain (tergugat) melalui lembaga peradilan
untuk meminta suatu putusan yang menyatakan adanya hak atau
kepentingan hukum vyang dilanggar dan diminta agar hak atau
kepentingan hukum tersebut dipulihkan'®* Pokok gugatan penggugat

dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. sebagai berikut:

a. Hendrikus Woro
Hendrikus Woro sebagai Penggugat berargumen bahwa izin yang
dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Papua kepada PT Indo
Asiana Lestari untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Distrik

Mandobo dan Disrik Fofi Kabupaten Boven Digoel telah mengabaikan

21 Mardios, “Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata

Usaha Negara”, Universitas Ekasakti, https://osf.io/x983h/download/?format=pdf, diakses pada
1 November 2024 Pukul 22.10 WIB.



https://osf.io/x983h/download/?format=pdf
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prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasalnya
perizinan tersebut tidak melibatkan masyarakat adat diwilayah tersebut.
Dengan terbitnya perizinan ini telah merampas hak konstitusional
penggugat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait
pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berdampak langsung pada
wilayah adat mereka. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerusakan
lingkungan yang parah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan
terancamnya kelangsungan hidup masyarakat adat. Atas dasar alasan
tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa hal ini bertentangan dengan
Pasal 32 Huruf b PP Nomor 22 Tahun 2021 yaitu masyarakat adat
(Indigenous people) yang berdasarkan United Nations Declaration On
The Roghts Of Indigenous Peoples (UNDRIP)/ Deklarasi PBB tentang
Hak Masyarakat Adat yang memiliki kontrrol terhadap pembangunan
yang berdampak pada mereka dan yang berdampak pada wilayah
mereka serta sumber daya mereka.’?> Hal ini memungkinkan mereka
untuk melindungi lembagaa, budaya, dan tradisi mereka, sekaligus
mendorong inisiatif pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan mereka.

Objek dalam kasus a quo berkaitan dengan Keputusan yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua No. 82 tahun 2021, yang

memberikan izin lingkungan kepada PT IAL untuk mendirikan

122 b tusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR
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perkebunan kelapa sawit seluas 36.094,4 har di Kabupaten Digoel.
Penggugat telah mengajukan keberatan mengenai legalitas Keputusan
tersebut.

Hendrikus Woro, dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dan
sebagai Ketua Suku Woro Suku Awyu dari Boven Digoel, memiliki
kekhawatiran bahwa kegiatan operasional perusahaan akan berdampak
buruk bagi seluruh Marga dan Masyarakatt suku Awyu. Hal ini tidak
hanya terletak berdampak di lokasi rencana usaha atau kegiatan saja,
tetapi juga mempengaruhi masyarakat adat yang tinggal di berbagai
desa di luar lokasi operasional, seperti Kampung Bangun (Yare),
Kampung Kowo, Kampung Kwo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello,
antara lain. . Karena wilayah usaha/kegiatan ini merupakan hulu dari
beberapa aliran sungai. Oleh karena itu, aktivitas perkebunan kelapa
sawit berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap
masyarakat adat yang bergantung kehidupan ke aliran sungai-sungai

tersebut.

. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Yayasan Wahana Lngkungan Hidup (WALHI) selaku Penggugat
Intervensi | merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berbentuk
Badan Hukum perdata yang didirkan berdasarkan hukum Indonesia
yang berebentuk yayasann..

Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) bahwa Penggugat Intervensi | ini memiliki tujuan untuk
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mendorong terwujudnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak
atas lingkungan hidup serta hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung
jawab negara dalam menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi
seluruh rakyat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungann dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Penggugatintervensi |, sebagai lembaga yang
memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memiliki hak yang sah
unntuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.*?*
c. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat merupakan Penggugat Intervens.
Penggugat Intervensi 1l ini adalah organisasi non pemrintah yang
memliki kepedulian mendalam terhadap penegakkan HAM, terutama
hak-hak masyarakat adat di Papua serta pelestarian lingkungn hidup di
wilayah tersebut.

Penggugat intervensi Il mendalilkan bahwa obyek gugatan ini
bertentangan dengan ketentuan peraturanPerundang-Undangan yang
berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 PERMA No. 2 tahun

2019.1%

123 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
124 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
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Obyek gugatan yang menjadi pokok perkara ini secara langsung
merugikan kepentingan mereka dan masyarakat adat yang tengah
berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak adatnya,
khususnya terkait dengan hutan adat. Keputusan tersebut berpotensi
mengakibatkan hilangnya hutan adat, penurunan keanekaragaman
hayati, dan kerusakan lingkungan yang luas, sehingga dianggap
bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang dijamin oleh
peraturan perundang-undangan.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Pertimbangan hakim merupakan unsur esensial dalam memastikan
bahwa putusan pengadilan tidak hanya memenuhi asas keadilan (ex aequo
et bono) dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi para
pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus
dilakukan secara cermat dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak
dilakukan dengan teliti, cermat, dan berdasarkan hukum yang berlaku,
maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat
banding atau pengadilan tingkat tertinggi. Hal ini dikarenakan putusan
tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu putusan.'?®

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa

Penggugat dalam gugatannya memiliki kedudukan hukum yang sah

125 Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap

Residivis Pengedar Nahkotika Di Kota Yogyakarta”, Jurnal hlm. 5, 2016, https://e-
journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf, diakses pada 05 November 2024 pukul 00.13
WIB.



https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf
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sebagai Penggugat dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim,
Pertimbangan Hukum Hakim (Legal Reasoning) dalam menjatuhkan
putusan, yakni sebagai berikut

Pertama, bahwa sesuai dengan pokok perkara yang diajukan, para
penggugat memohon kepada Pengadilan obyek sengektaa quo dinyatakan
batal atau tidak sah dengan alasan objek sengketa melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik Objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa
Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua. Surat keputusan tersebut
memberikan izin kepada PT Indo Asiana Lestari terkait Rencana
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.094,4 ha oleh PTIndo
Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven
Digoel, Provinsi Papua Tertanggal 02 November 2021 .12

Sedangkan Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mendalilkan bahwa
obyek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mengingat adanya eksepsi
yang diajukan oleh para tergugat. Maka, sesuai dengan ketentuan hukum
acara, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi tersebut

sebelum memeriksa pokok perkara

126 pjtusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
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Kedua, Tergugat dan Tergugat Intervensi Il mengajukan keberatan
atas dasar gugatan prematur, Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan
ini diajukan terlalu dini karena masih ada proses hukum lain yang
berkaitan dengan akses informasi publik yang belum selesai di MA.
Tergugat berargumen bahwa informasi yang diharapkan diperoleh dari
perkara keterbukaan informasi publik tersebut sangat penting untuk
menguji keabsahan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara
ini. Oleh karena itu, Tergugat meminta agar Pengadilan menunda
pemeriksaan perkara sampai perkara keterbukaan informasi publik
tersebut selesai. Yang intinya Tergugat maupun Tergugat Intervensi Il
berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum tepat waktu
karena masih ada proses hukum lain yang terkait dan belum selesai.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang
diajukan oleh para Tergugat. Tergugat mendalilkan bahwa objek
sengketa a quo merupakan gugatan Administrasi sesuai dengan Pasal 91
dan Pasal 92 serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup yakni gugatan
seharusnya diajukan bagi pihak yang melakukan kegiatan tanpa
dilengkapi persetujuan yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa
setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap setiap keputusan

yang merugikan hak dan kepentingannya. Dalam perkara a quo,
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penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil untuk mengajukan
gugatan, mengingat objek sengketa telah menimbulkan kerugian hukum
bagi Penggugat. Dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
terkait ketidaktepatan jalur hukum yang dipilih oleh Penggugat
dinyatakan ditolak. Seluruh eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat
telah dinyatakan ditolak seluruhnyaa.**’

Ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 32
Thahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah engganti Undang-Undang
No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang bahwa
Gubernur Provinsi Papua memiliki kewenangan untuk menerbitkan
keputusan administratif yang berkaitan dengan penilaian kelayakan
Lingkungan Hidup. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang
perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi
kepada Badan Perizinan Terpadu dan Modal Jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4)
Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan di BidangPerizinan dan Non Perizinan Kepada Badan

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papuaa.*?®

127 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
128 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
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Majelis Hakim menimbang, bahwa Objek Sengketa telah memenubhi
seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Pengadilan
berpendapat bahwa gugatan para Penggugat ditolak.

Keempat, mengingat Penggugat telah meminta penundaan
penegakan keputusan administratif yang merupakan Objek Sengketa
dengan menggunakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun
2014, yang menetapkan bahwa penundaan tersebut hanya dapat terjadi
dalam kondisi tertentu, seperti potensi kerugian negara, kerusuhan sosial,
atau kerusakan lingkungan hidp. Karena gugatan Penggugat ditolak, maka
permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa tidak
dapat dikabulkan. Dengan demikian, Pengadilan memutuskan untuk
menolak seluruhnya permohonan penundaan yang diajukan oleh para
Penggugat.

Karena gugatan Penggugat telah ditolak, termasuk permintaan untuk
penundaan pelaksanaan keputusan, maka para Pengguagat dinyatakan
kalah dalam perkara ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara, Penggugat wajib menanggung semua biaya perkara terkait, yang

jumlahnya telah ditentukan dalam putusan Pengadilan.'®

129 pjtusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
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4. Amar Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Putusan Pengadilan merupakan unsur krusial dalam penyelesaian
perkara pidana. Putusan juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa
dan membuka peluang upaya hukum lebih lanjut. Selain itu juga bagi
hakim, putusan menjadi manifestasi dari penegakan keadilan, kebenaran,

dan integritas.*®

Amar putusan merupakan inti dari sebuah pengadilan
dan selalu dimulai dengan kata “Mengadili”.**! Setelah pertimbangan
ekstensif dan pertimbangan argumen hukum yang disajikan oleh kedua
belah pihak, panel yudisial telah memberikan penentuan berikut:**?

|. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaa pelaksanaan keputusan Objek
Sengketa dari Penggugat, Penggugat Intervensi | dan Penggugat
Intervensi I1.

I1. Dalam Eksepsi:
- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat maupun Tergugat Il Intervensi.
I1l.  Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat, Penggugatintervensi 1 dan

Penggugat Intervensi 1l

130 Siedmy Lengkong, ‘“Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam

Perkara Pidana”, Jurnal Lex Amiistratum, Vol. 3, No. 6, 2015, him 53,
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9157/8736, diakses pada
23 September pukul 11.10 WIB.

Siedmy Lengkong, ‘“Kajian Yuridis Terhadap Amar/Diktum Putusan Hakim Dalam
Perkara Pidana”, Jurnal Lex Amiistratum, Vol. 3, No. 6, 2015, him 59,
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9157/8736, diakses pada
23 September pukul 11.15 WIB.

132 pytusan No. 6/GLH/2023/PTUN.JPR.
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2. Menghukukm Penggugat, Penggugat Intervensi | dan Penggugat
Intervensi Il untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

451.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). 133

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
telah memutus bahwa dalam penundaan, Hakim menolak permohonan
penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa dari Penggugat,
Penggugat Intervensi | dan Penggugat Intervensi Il. Yang artinya, hakim
menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari
Hendrikus Woro dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat karena Majelis
Hakim menimbang bahwa baik dari segi prosedur maupun substansi,
Objek Sengketa telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yan berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa sah secara hukum.

Dalam eksepsi, hakim juga menolak seluruh eksepsi tergugat
maupun tergugat Intervensi Il. Kemudian dalam pokok perkara, hakim
menolak gugatan Penggugat, Penggugat Intervensi | dan Penggugat
Intervensi Il. Selain menolak gugatan penggugat, Penggugat Intervensi |
dan Penggugat Intervensi Il, Majelis Hakim juga menghukum para
Penggugat sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-UndangNo. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsahaNegara yaitu Penggugat,

Penggugat Intervensi | dan Penggugat Intervensi Il untuk membayar biaya

133 pytusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
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perkara sebesar Rp. 451.000.00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu

Rupiah).




BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Problematika Izin Alih Fungsi Tanah Ulayat Suku Awyu di
Papua dalam Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Salah satu problem atau permasalahan kontemporer dalam politik
kewargaan di Indonesia saat ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak masyarakat adat atas hutan adat. Praktik pengambilalihan lahan
masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan industri
seringkali menimbulkan konflik dan pelanggaran HAM. Lemahnya pengakuan
negara terhadap hak-hak masyarakat adat, yang tercermin dalam definisi hutan
adat pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999, menjadi salah satu akar
permasalahan tersebut.***

Putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. vyang dikeluarkan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyangkut sengketa izin alih fungsi
tanah semua anggota masyarakat MHA Suku Awyu di Papua. Hal ini
mengungkap sejumlah problematika mendasar terkait perlindungan hak-hak
masyarakat adat di Indonesia. Problematika ini berkaitan dengan izin alih

fungsi tanah semua anggota masyarakat yang diberikan kepada PT IAL untuk

pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, Papua.

134 Revo Linggar V dan Artanti Paramesti, “Partisipasi Politik Masyarakat Adat Dalam

Konflik Agraria Di Papua:Studi Kasus Partisipasi Suku Awyu Melawan Pt Megakarya Jaya Dan
Pt Katika Cipta Pratama”, Jurnal Publiciana, Vol. 17,No. 02, 2024, him. 96,
https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/1140/696, diakses pada 18
November 2024 Pukul 21.25 WIB.
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Dalam putusan ini Hendrikus Woro sebagai Penggugat, Yayasan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Penggugat Intervensi
1, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat sebagai Penggugat Intervensi 2,
melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Papua sebagai Tergugat dan PT. Indo Asiana Lestari sebagai Tergugat 2
Intervensi. Objek Sengketa dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR
ini yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan
Pabarik Pengolahan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Tergugat pada 2
November 2021.

Adapun pokok perkara yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini
adalah Pertama, penerbitan SK kelayakan lingkungan bukanlah kewenangan
dari Badan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua,
kewenangan ini seharusnya berada dibawah lembaga yang lebih berkompeten
dalam bidang Lingkungan Hidup, mialnya seperti Kementerian Lingkungan
Hidup atau Kehutanan. Kedua, penerbitan dokumen AMDAL yang tidak
memenuhi  prinip-prinsip  keadilan, kemanfaatan, kelestarian, dan
keseimbangan, ekoregion, keanekaragaman hayati, dan ketertiban
penyelenggara negara. Ketiga, dalam penerbitan SK kelayakan lingkungan,
masyarakat adat Suku Awyu tidak mengetahui adanya pengumuman atau
konsultasi  publik tentang penerbitan SK tersebut, serta tidak

mempertimbangkan penolakan masyarakat adat atau alasan partisipasi yang
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signifikan. Keempat, adanya upaya pengancaman dari pihak kepolisian yang
mengunjungi masyarakat adat untuk memaksa mereka untuk menandatangani
surat pernyataan tertulis agar menghentikan aksi penolakan. Kelima,
penyusunan AMDAL dinilai kurang atau tidak efektif, karena gagal
melakukan analisis nilai konservasi tinggi yang secara signifikan berdampak
pada kejadian degradasi lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat
adat.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua kepada PT Indo Asiana Lestari sebagai alas hukum
pelaksanaan proyek yang seluas 36.094,4 ha dengan kapasitas produksi 90
Ton TBS/Jam ini mengancam sumber penghidupan, konseksi spiritual dan
akses keberlangsungan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat khususnya
masyarakat Adat Suku Awyu di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten
Boven Digoel, Provinsi Papua. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerusakan
lingkungan dan hilangnya akses hak Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu

atas tanah ulayat/adat akibat deforestasi tersebut.
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Berikut tabel Estimasi AGB pada setiap tipe hutan di Indonesia:**

Tabel 1.3 : Estimasi stok AGB pada setiap tipe hutan di Indonesia FREL 2016 dalam Putusan

Nomor6/G/LH/2023/PTUN.JPR

Objek gugatan didasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2016,
yang menyatakan bahwa konversi luas kawasan hutan menjadi perkebunan
kelapa sawit, sebagai akibat dari pokok perkara litigasi, akan memicu
deforestasi ekstensif yang mempengaruhi 26.326 ha di dalam zona hutan lahan
kering primer. Akibatnya, diproyeksikan emisi sebesar 10,8 juta ton karbon (t
C) atau 23,08 juta ton karbon dioksida (t CO2) akan dihasilkan karena
tindakan PT. IAL. Besaran emisi ini sangat signifikan dan berpotensi
menambah masalah dalam perubahan iklim di Indonesia.**

Dalam pokok perkara penerbitan Objek Gugatan bertentangan Asas
Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap

135 putusan No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
1% pytusan No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
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konsekuensi buruk dari perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-
langkah untuk mengurangi perubahan iklim. Selain itu, Undang-Undang No.
32 Thun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Indonesia menempati
posisi genting sehubungan dengan dampak perubahan iklim. Dampak yang
terjadi termasuk berkurangnya produksi pangan, krisis ketersediaan air bersih,
peningkatan proliferasi hama dan penyakit, naiknya permukaan laut,
hilangnya pulau-pulau kecil, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan
apabila proses permohonan dirusak oleh Kketidakkonsistenan hukum,
kesalahan, penyalahgunaan, serta ketidakakuratan atau pemalsuan data,
dokumen, dan informasi.*’

Sementara AMDAL yang diberikan kepada PT IAL dianggap cacat
atau tidak efektif karena tidak adanya analisis mengenai nilai-nilai konservasi
tinggi yang sangat penting untuk terjadinya degradasi lingkungan dan
pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Pengaturan mengenai hak ulayat atau
tanah ulayat ini diatur dalam Pasal 3 UUPA Tahun 1960, yang menyatakan:**

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakt-

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain
yang lebih tinggi.

37 putusan No.6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
3% Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
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Perlu juga dicatat bahwa proses perizinan AMDAL tidak melibatkan
masyarakat hukum adat suku Awyu. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang
ditercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,
khususnya Pasal 12, yang menyatakan:**®

Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan

Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha

Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum

Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai
penyerahan Tanah dan imbalannya.

Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa
Badan Perizinan Terpadu dan Dinas Penanaman Modal Papua memiliki
wewenang sah yang diberikan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Papua
untuk melaksanakan atau menerbitkan dokumen perizinan. . Kemudian, dalam
pemeriksaan pokok perkara dari segi proseduur dan substansi mendalilkan
bahwa AMDAL yang dimiliki Tergugat bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindunga dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis Hakim berdalil bahwa secara
substansi objek sengketa diterbitkkan berrdasarkan rekomendasi kelayakan
lingkungan hidup yang telah dilakukan penilaian dan pengujian oleh Komisi
Penilai AMDAL. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (1)
dan (2), Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat untuk melakukan
pengkajian ulang terhaadap keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat
dikabulkan karena tidak sesuai dengan prosedur dan karena bukan termasuk

kewenangannya.

139 Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
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PTUN Jayapura menolak gugatan yang diajukan oleh Masyarakat
Hukum Adat Suku Awyu dengan alasan bahwa izin yang dikeluarkan telah
memenuhi semua persyaratan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik. Sehingga telah sah dan sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam
amar putusannya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat,
termasuk para penggugat intervensi tidak dapat diterima. Sebagai
konsekuensinya, para Penggugat diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya
perkara yang timbul dalam persidangan yakni sebesar Rp.451. 000,00 (Empat
Ratus lima Puluh Satu ribu rupiah).

Dalamm memutus suatu perkara, seorang hakim dituntut untuk
mempertimbangkan tiga aspek kebenaran, yakni yuridis, filosofis dan
sosiologis. Kebenaran yuridis artinya dasar hukum yang digunakan apakah
telah sesuai terhadap norma hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya
hakim juga harus menekankan pada aspek keadilan apakah hakim telah
bertindak seadil-adilnya dalam pengambilan keputusan. Sementara kebenaran
sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan
dampak buruk terhadap masyarakat dari putusan yang dihasilkan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu seorang hakm diharapkan
mampu merumuskan putusan yang tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah

hukum yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang
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terjadi bagi masyarakat. Untuk mencapai putusan yang ideal dalam memutus
suatu perkara adalah putusan yang memuat tiga aspek penting, yakni keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.**

Majelis hakim dalam putusan ini menggunakan penafsiran sistematis,
hal ini terbukti dari upaya majelis hakim dalam menghubungkan berbagai
peraturan Undang-Undang yang relevan dalam pertimbangan hukumnya.'*!
Sehingga PT Indo Asiana Lestari secara sah membangun perkebunan dan
pabrik kelapa sawit. Namun, menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat
adat yang selama ini bergantung pada hutan adat sebagai sumber mata
pencaharian dan nilai-nilai budaya yang melekat pada hutan adat. Jika dilihat
dari sudut pandang lingkungan (ekokrasi), seharusnya majelis hakim lebih
menekannkan pada penggunaan metode penafsiran hukum telelogis dan
futuristis.**? Penafsiran telelogis mengharskan hakim untuk
menginterprestasikan  suatu  peraturan perUndang-Undangan dengan
memperhatikan  pembentukannya, terutama tujuan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penafsiran futuristis yaitu
menafsirkan Undang-Undang dengan berpedoman pada Undang-Undang yang
berlum berkekuatan hukum. Sehingga pengadilan semestinya memberikan

putusan yang mengutamakan perlindungan lingkugan dan hak-hak masyarakat

1“9 Ayu  Rifani  Aristanti  “PenafSiran Hukum  Dalam Putusan No.

6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Ditinjau Dari Konsep Ekokrasi”, (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), him. 66.
141 Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesaia”,
Jurnal Al’Adl, Vol. 6, No. 11, 2014, him. 17,
https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-
f0c52582.pdf, diakses pada 25 Desember 2024 pukul 04.45 WIB.
142 Ayu Rifani  Aristanti,  “Penafsiran  Hukum  Dalam Putusan  No.
6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Ditinjau Dari Konsep Ekokrasi”, (Pekalongan: Fakultas Syariah UIN
K.H. Abdurrahman Wabhid Pekalongan, 2024), him. 70.



https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf
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adat serta membatalkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang telah
diterbeitkan dan memerintahkan proyek pembangunan perkebunan kelapa
sawit.

Dalam putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Majelis Hakim
mestinya bisa menilai jauh lebih dalam nilai-nilai keadilan di dalam
masyarakat. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa seorang
hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang
hidup di tengah masyarakat dalam setiap proses peradilan.'** Hal ini berrti
bahwa seorang hakim tidak boleh hanya berpaku pada bunyi Undang-Undang
semata, sebab terkadang Undang-Undang tidak menjelaskan secara detail
tentang suatu masalahh. Jadi harus mampu menginterprestasikan dan
menerapkan hukum secara adil dengan mempertimbangkan konteks sosial dan
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Putusan ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan hukum
terhadap hak-hak masyarakat adat seperti Suku Awyu, terutama dalam hal
kepemilikan tanah. Meskipun Suku Awyu telah berupaya melalui jalur hukum
untuk mempertahankan hak-hak mereka, namun upaya hukum yang gigih pun
tak mampu mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Upaya tersebut
menghadapi banyak hambatan atau kendala dan akhirnya ditolak oleh

pengadilan.

143 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Kasus ini juga menujukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara
masyarakat adat dan korporasi. Perusahaan seringkali memiliki kekuatan
finansial dan kekuatan hukum yang lebih besar, untuk memenangkan perkara
di pengadilan. Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. ini juga
menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan perizinan di
Indonesia, terutama terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan tanah dan SDA sangat penting untuk
memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Keterlibatan ini tidak hanya
penting untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menciptakan

keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pengelolaan SDA.

. Analisis lIzin Alih Fungsi Tanah Ulayat di Papua Perspektif
Konstitusionalisme Agraria

Izin alih fungsi tanah ulayat di Papua merupakan isu yang kompleks
dan sensitif, terutama jika dilihat dari sudut pandang konstitusionalisme
agraria, karena hak ulayat merupakan bagian integral dari identitas dan
keberlangsungan hidup masyarakat adat. Prinsip-prinsip konstitusional yang
mengatur tentang penguasaan, penggunaan, dan pengelolaan tanah harus
menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait alih fungsi
tanah, khususnya diwilayah dengan kekhasan seperti Papua, yng dimana tanah
ulaayat memiliki nilai budaya dan sosial yang sangat tinggi serta memiliki

makna yang sangat berarti bagi masyarakat adat.



98

Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. memiliki hubungan yang
erat dengan konstitusionalisme agraria dan hak menguasai negara, terutama
dalam konteks pengelolaan tanah semua anggota masyarakat. Dalam putusan
ini, Majelis Hakim yang menolak gugatan masyarakat hukum adat Suku
Awyu terkait izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat untuk proyek
perkebunan kelapa sawit oleh PT. Indo Asiana Lestari. Hal ini menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin
perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah semua anggota
masyarakatnya. Keputusan tersebut mengabaikan hak-hak kolektif
masyarakat adat dan cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi
perusahaan.

Dalam putusan tersebut terdapat beberapa unsur ketidaksesuaian
dengan prinsip-prinsipp konstitusionalisme agraria, yakni:

a. Pengabaian hak masyarakat adat
Putusan ini menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat adat
belum sepenuhnya diakui, khususnya masyarakat hukum adatt Suku

Awyu. Hal ini dibuktikan ketika dalam proses perizinan AMDAL tidak

melibatkan masyarakta hukum adat Suku Awyu, padahal masyarakat

hukum adaat Suku Awyu juga memiliki hak atas tanah semua anggota
masyarakat tersebut.  Konstitusionalisme agraria menekankan
pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas
tanah semua anggota masyarakat mereka. Khususnya Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), secara tegas mengakui dan
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menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional Masyarakat Hukum
Adat di Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat
bagi masyarakat adat, seperti masyarakat adat Suku Awyu di Papua
untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah semua anggota

masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun.***

. Proses perizinan yang tidak transparan

Proses perizinan yang dilakukan tidak transparan atau tidak
secara terbuka. Dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat
yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun
2021, yang mengharuskan musyawarah dengan Masyarakat Hukum
Adatt Suku Awyu dan masyarakat lainnya sebagai pemilik hak semua
anggota masyarakat yang akan mengalami dampak negatif kehadiran
pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit
PT IAL. Dalam pembangunan proyek perkebunan kelapa sawit
tersebut mestinya menjadikan masyarakat sebagai subjek bukan
sebagaia objek. Karena masyarakat adat yang secara langsung akan
terdampak oleh keputusan tersebut tidak diberikan ruang untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait tanah mereka. Hal
ini juga menjadi pembuktian karena tidak sesuai dengan
konstitusionalisme agraria dan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 18B (2) yang dimana seharusnya perizinan

144

Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)
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dilakukan secara transparan atau terbuka dan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sumberr daya alam.
. Kurangnya pertimbangan dampak sosial dan lingkungan

Putusan ini mengabaikan pentingnya kelestarian lingkungan
dan kesejahteraan masyarakat adat. Padahal dalam Undang-Undang
kita mengharuskan adanya evaluasi menyelurh terhadap dampak
lingkungan dan sosial dari setiap proyek. Namun, dalam kasus ini tidak
ditemukann bukti adanya analisis yang kompehensif mengenai potensi
kerugian yang akan dialami oleh masyarakat adat akibat alih fungsi
tanah semua anggota masyarakat tersebut.
. Tidak memadai dalam pengawasan dan pengelolaan SDA

Konstitusionalisme agraria menuntut negara untuk berperan
aktif dalam mengelola dan mengawasi SDA demi Kkepentingan
bersama. Namun, putusan ini menunjukkan bahwa negara masih abai
terhadap kewajibannya tersebut.
. Preseden negatif terhadap hak masyarakat

Putusan ini  menciptakan preseden yang berpotensi
mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam proses perizinan. Hal ini
dapat menimbulkan ketegangan antar masyarakat adat, perusahaan, dan
pemerintah, serta mengancam keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal
ini bertentangan dengan konstitusionalisme agraria yang seharusnya

memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak masyarakat.
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Selain itu, putusan ini juga menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan
hak menguasai negara, dimana negara seharusnya bertindak melindungi hak-
hak masyarakat dan memastikan bahwa penguasaan serta pemanfaatan
sumberr daya alam dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam hal ini tidak mencerminkan lima bentuk kewenangan Penguasaan
Negara yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsepsi penguasaan negara sebgaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
dan (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 memberikan wewenang kepada
pemerintah  untuk melakukan tindakan hukum vyang bertujuan
memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, negara
memiliki kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumberr daya
alam demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Konsepsi penguasaan
negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diwudujkan dalam lima
bentuk kewenangan negara, yaitu Pengaturan (regelendaad), Pengelolaan
(beheersdaad), Kebijakan (beleid), Pengurusan (bestUndang-
Undangrsdaad), Pengawasan (toezichthoudensdaa).

Konstitusionalisme agraria menekankan pentingnya keadilan sosial
dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Namun, pemberian
izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat kepada perusahaan-
perusahaan besar seringkali mengabaikan kesejahteraan masyarakat adat.
Akibatnya, masyarakat adat yang selama berabad-abad bergantung pada
tanah semua anggota masyarakat mereka mengalami kerugian yang besar,

masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber mata
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pencaharian mereka, sementara keuntungan dari proyek-proyek tersebut
dinikmati oleh pihak luar. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan
prinsip hak-hak masyarakat adat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip
keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.**

Dalam penetapan Pengadilan Tingkat Pertama No. 11/PUU-V/2007,
Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang a quo telah
menetapkan peraturan eksplisit atau kepastian hukum (rechtszekerheid)
mengenai reorganisasi kepemilikan tanah (landerform), khususnya dalam
kaitannya dengan lahan pertanian, sehingga mengaktualisasikan mandat
Pasal 33 ayat (3) Konstitusi 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UUPA
(Khususnya Pasal 7 dan 17), terwujudkan dalam UU No. 56 tahun 1960 yang
mencerminkan fungsi sosial tanah dan kepemilikannya.*

Dengan terbitnya putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Keputusan
Pengadilan 35), hutan adat digambarkan berbeda dari kategori hutan negara,
mengkategorikannya di bawah klasifikasi hutan hak. Penentuan ini
menandakan bahwa pengelolaan hutan-hutan ini dipercayakan kepada
masyarakat hukumm adat terkait, sementara juga mengakui atribut
fungsional hutan dan menggambarkan batas-batas otoritas negara atas hutan
asli. Dalam putusan ini, Pengadilan menetapkan bahwa hutan adat adalah
hutan yang terletak di dalam batas teritorial MHA dan berbeda dari hutan

negara seperti yang digambarkan dalam Undang-Undang Kehutanan,

145

him.353
146

Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014),

Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta; STPN Press, 2014), him.
209.
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membebaskan hutan adatt dan menegaskan bahwa negara hanya
mempertahankan otoritas tidak langsung.**’

Putusan MK Perkara No. 55/PUU-VIII/2010 yang membahas
pengujian UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini
telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak
masyarakat hukum adat. Mahkamah menegaskan bahwa hak-hak tradisional
masyarakat adat atas tanah merupakan bagian integral dari identitas mereka
dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Mahkamah Konstitusi
mendesak agar segera disusun undang-undang khusus yang mengatur
perlindungan hukum bagi masyarakat adat, sehingga implementasi Pasal 18B
UUD 1945 dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi
oleh masyarakat adat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi
menghubungkan ketentuan menenai masyarakat hukum adat dalam Undang-
Undang Perkebunan dengn Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Mahkamah
menjelaskan bahwa untuk dianggap sebagai masyarakat hukum adat,suatu
kelompok masyarakat harus memenuhi lima syarat yaitu:**®
(@) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsegemeinshaft).

(b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat

Dari

17 Tesya Veronika, Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat MHA Ditinjau

Konsep  Hak  Menguasai  Oleh  Negara”, Humani, 2021, him 11,

https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4397/2258, diakses pada 12 Juni 2024

pukul 14.04 WIB.
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1“8 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria,(Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.
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(c) Ada wilayah hukum adat yang jelas

(d) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat

yang masih ditaati

(e) Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Pertimbangan penting lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya
perlindungan lingkungan. Konstitusi Indonesia mengabadikan hak atas
lingkungan yang sehat dan sehat, yang diartikulasikan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). ). Alih fungsi tanah ulayat harus
dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan jangka

panjang.**

Masyarakat adat, sebagai pihak yang paling memahami kondisi
lingkungan setempat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan, termasuk dalam penilaian dampak lingkungan, agar
prinsip keberlanjutan dapat terwujud. Sementara dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-
hak masyarakat adat harus dihormati dan diakui keberadannya seiring
dengan perkembangan zaman.™® Hal ini berarti meskipun zaman terus
berubah, negara tetap wajib menghargai keberagaman budaya dan tradisi

yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia serta hak-hak

dasar masyarakat adat tetap harus diakui dan dilindungi.

UUD 1945 menetapkan kerangka hukum yang kuat yang

memberdayakan semua warga negara untuk memperjuangkan hak atas tanah

353

149
150

Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)
Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria,(Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.
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dan hak sumber daya alam lainnya Pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat
(1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) secara tegas menyatakan
bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk
memperoleh dan menegakkan hak atas tanah dan sumber dayya alam. Ini
mencakup hak-hak masyarakat adat mengenai tanah dan wilayah mereka.
UuUD1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), secara tegas
mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak
atas tanah,wilayah, dan sumber daya alam. Selain itu, Pasal 28C ayat (2) dan
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga
negara untuk memperjuangkan hak ats tanahnya, baik secara individu
maupun kolektif melalui organiasai*>*

Meskipun adanya payung hukum yang melindungi hak-hak
masyarakat adat, kenyataannya seringkali berbeda. Masyarakat adat
seringkali tidak tahu tentang hak-hak mereka. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti minimnya informasi, tekanan ekonomi, dan
kurangnya kapasitas masyarakat adat dalam berhadapan dengan sistem
hukum yang kompleks. Akibatnya, hak-hak mereka dilanggar, seperti
pengabaian prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diakui
secara internasionl. Selain itu, ketidakadilan dalam pengakuan dan
perlindungan hak semua anggota masyarakat telah memicu banyak konflik

antara masyarakat adat dan pihak lain yang mengincar tanah mereka.

429.

31 yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), him.
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Salah satu prinsip penting dalam konstitusionalisme agraria adalah
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan tanah dan sumber daya alamKhususnya masyarakat adat seperti Suku
Awyu, untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait
tanah dan sumber daya alam. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap
proses perizinan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,
masyarakat harus terlibat penuh. Hal ini tidak hanya sekedar menghormati
hak-hak mereka, tetapi juga memastikan bahwa keputusaan yang diambil
benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat
lokal.**

Dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat adat dan
pihak lain, prinspi-prinsip keadilan, tranpsarasi, dan partisipasi harus menjadi
pedoman utama. Masyarakat adatseringkali memilih untuk menyelesaikan
sengketa melalui lembaga adat karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-
nilai dan kondisi lokal. Lembaga adat memiliki otoritas dan legitimasi
yangkuat dimata masyarakat. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga
adat umumnya lebih sederhana, cepat, dan tidak terlalu formal. Namun,
sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengawasan yang
efektf. Hal ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh
sebagian orang dan merugikan pihak yang lemah atau tidak mampu dalam

dalam membayar sanksi adat tidak mendapatkan pelayanan adat sama

132 jenni Kristiana ,M., “Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan

Ekonomi”, Jurnal SASI, Vol. 24, No. 2, 2018, him. 12-13,
https://media.neliti.com/media/publications/316018-peran-aktif-masyarakat-hukum-adat-dalam-
26e7b3ff.pdf, diakses pada 12 Desember 2024 pukul 03.23 WIB.



https://media.neliti.com/media/publications/316018-peran-aktif-masyarakat-hukum-adat-dalam-26e7b3ff.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/316018-peran-aktif-masyarakat-hukum-adat-dalam-26e7b3ff.pdf
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sekali.™®® Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
28D ayat (3) yang intinya setiap individu yang memiliki kewarganegaraan
berhak mendapatkan peluang yang setara untuk terlibat dalam proses
pemerintahan.™*

Masyarakat adat harus memiliki kesempatan yang sama untuk
menyampaikan pendapat dan bukti-bukti mereka. Pengadilan sebagai
lembaga independen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa
proses penyelesaian sengketa berjalan dengan adil dan transparan, serta

keputusan yang dihasilkan.

158 “Hery Mahardika, dkk., ““Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga
Adat di Kabupaten Lombok Utara”,”Jurnal llmu Hukum dan”’Humaniora, Vol. 0, NO. 4, 2022,
hlm. 2114, “http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7277/pdf,” diakses pada 15
Desember 2024 pukul 04.47 WIB.”

154 “Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)”
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penjelasan dan hasil analisis penulis di atas mengenai

Problematika Izin Alih Fungsi Tanah semua anggota masyarakat di Papua

dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Perspektif

Konstitusionalisme Agraria diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika izin alih fungsi tanah ulyat Suku Awyu di Papua dalam
putusan No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. terdapat kekeliruan yang signifikan
dalam penanganan izin alih fungsi tanah semua anggota masyarakat, hal ini
dapat disimpulkan dari pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada
aspek proses perizinan AMDAL apakah perizinan proyek perkebunan
kelapa sawit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya.
Hakim seharusnya juga mempertimbangkan secara mendalam dampak
sosial dan lingkungan yang akan dialami oleh masyarakat adat akibat
proyek tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim juga tidak
mempertimbangkan keberadaan dan hak atas tanah yang dimiliki oleh
masyarakat adat Suku Awyu sebagaimana tercantum dalam Pasal
18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman
mengenai pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat, yang
seharusnya menjadi pertimbsngsn utama dalam setiap keputusan yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi

menciptakan ketidakadilan serta onflik agraria yang berkepanjangan.
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2. Dengan ditolaknya putusan PTUN Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. hakim
dinilai telah menyimpang atau tidak sejalan dengan prinsip
konstitusionalisme agraria. Hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hakim
yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat secara mendalam,
hakim juga tidak melihat bagaimana prinsip konstitusionalisme agraria
yang seharusnya diterapkan dalam konteks izin alih fungsi tanah semua
anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keberlanjutan,
dan pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan. Selain itu, putusan tersebut juga mengabaikan beberapa
Putusan MK salah satunya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang

mengakui hutan adat sebagai bagian dari hutan hak.

B. Saran
Berdasarkan penjelasan dan hasil mengenai Problematika izin alih
fungsi tanah semua anggota masyarakat di Papua dalam Putusan Nomor
6/G/LH/2023/PTUN.JPR. perspektif Konstitusionalisme Agraria, maka
penulis mengemukakakn saran atau masukan sebagai berikut:

1. Tim Uji Kelayakan Lingkungan perlu meninjau ulang izin lingkungan yang
telah diberikan. Dalam proses peninjauan ulang ini, sangat penting untuk
melibatkan masyarakat hukum adat secara aktif agar hak-hak mereka
sebagai pemilik wilayah adat dapat terjamin. Pemerintah dan lembaga

terkait perlu merancang sistem yang lebih terbuka dan melibatkan
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masyarakat hukum adat dalam setiap proses perizinan alih fungsi tanah
semua anggota masyarakat. Melalui forum konsultasi publik yang inklusif
atau transparan, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih adil dan
berkelanjutan, serta meminimalisir potensi konflik agraria akibat
pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat.

. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi terhadap
kebijakanserta peraturan yang mengatur perbahan fungsi tanah semua
anggota masyarakat. Kebijakan baru ini harus mengacu pada prinsip-
prinsip dasar hukum agraria yang mengakui dan melindungi hak-hak
masyarakat adat. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan putusan-
putusan MK, seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, ke dalam kerangka
kebijakan pengelolaan sumberr daya alam. Dengan demikian, diharapkan
pengelolaan tanah semua anggota masyarakat dapat dilakukan secara adil,

berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
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